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KATA PENGANTAR

Buku ini pada hakikatnya berangkat dari asumsi
bahwa pendidikan bukan sekedar transfer informasi
tentang ilmu pengetahuan dari guru kepada murid,
melainkan melalui proses pembentukan karakter. Ada
tiga misi utama pendidikan yaitu pewarisan pengeta-
huan, pewarisan budaya dan pewarisan nilai. Sebab
itu, pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses tra-
nsformasi nilai-nilai dalam rangka pembentukan ke-
pribadian dalam segala aspek yang dicakupinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini di Batam
Propinsi Kepulauan Riau juga mengalami perubahan
sosial budaya dan dinamika pembangunan yang sa-
ngat cepat. Gejala perubahan sosial budaya dengan
kondisi keterbukaan yang terjadi tidak saja dalam arti-
an positif (regressive), tapi juga dalam bentuk negative
(degre-ssive), seperti meningkatnya masalah-masalah
sosial budaya, radikalisme yang mengakibatkan rusak-
nya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunju-
ng tinggi seperti kriminalitas, patologi sosial lainnya
yang tidak terkendali, aksi-aksi protes massa, konflik
horizontal dan berbagai konflik fisik antar etnis dan
kelompok dalam masyarakat dan tidak menutup ke-
mungkinan timbulnya terorisme. Pada saat ini, harus
diakui bahwa masyarakat secara umum belum selu-
ruhnya mampu menggunakan hak-haknya, melaksa-
nakan kewajiban serta tanggung jawab sosialnya ma-
sing-masing secara bijaksana dan dengan tingkat
toleransi sosial yang tinggi, sehingga tidak jarang seke-
lompok orang tertentu melakukan hal-hal yang bersifat
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anarkhis dan radikalisme yang berlebihan dalam me-
ngekspresikan aspirasinya sebagai warga negara dan
kelompok-kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan bah-
wa trend konflik beskala kecil dan sporadis me-ningkat
serta menyebar hampir di seluruh di seluruh wilayah
Indonesia tidak terkecuali di Propinsi Kepulauan Riau.
Jenis konfliknyapun sangat beragam seperti konflik
yang berbasis politik, sosial, agama, etnik, radikal, an-
tar aparat, sumber daya alam, sumber daya ekonomi,
rutin (tawuran, penghakiman massa, pengeroyokan)
dan lainnya. Kondisi seperti ini jika dibiarkan dan ti-
dak ada antisipasi sejak dini dikhawatirkan dapat me-
nyulut konflik sosial dan faham radikalisme yang ke-
liru serta dampak yang lebih besar seperti terorisme.

Buku ini ditulis sebagai salah satu usaha untuk
memberikan wawasan pemikiran secara umum, khu-
susnya kepada para pembaca dan umumnya kepada
seluruh lapisan masyarakat yang mau memahami isi
dari buku ini.

Semoga buku ini memberikan manfaat dan men-
jadi amal bagi penulisnya, amiin.

Bintan, Desember 2019

Penulis
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BAB 1
PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini di
samping memberikan dampak sisi positif juga membe-
rikan dampak sisi negatif. Untuk itu masalah yang pa-
ling mendasar dalam pembangunan tidak hanya per-
tumbuhan akan tetapi terjadinya transformasi pemba-
ngunan itu sendiri. Dari transpormasi pembangunan
akan memberikan pertama masalah keadilan sehingga
semua orang dapat bekerja dan hidup layak tanpa ada-
nya gejolak dan ganguan sosial serta tekanan dari pi-
hak manapun juga, kedua kesinambungan sumber daya
alam dimana setiap generasi harus memelihara sum-
berdaya alam dan lingkungan untuk generasi menda-
tang dan, ketiga partisipasi yaitu keikut sertaan semua
pihak dalam pembangunan mulai dari input, proses
dan output.

Dengan disentuhnya permasalahan di atas, maka
pembangunan merupakan gerakan rakyat dan hanya
dengan begitu pembangunan akan berdaya guna dan

berhasil guna sebagai suatu daya dukung.



Pembangunan daerah sebagai bagian integral da-
ri pembangunan nasional diarahkan untuk mengem-
bangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan daerah,
antar kota dan desa, antar sektor serta antar daerah
(Kartasasmita, 1996:335). Idealnya menempatkan ma-
nusia baik sebagai subyek maupun objek pembangun--
an adalah penting dan memandang lingkungan sosial
sebagai suatu daya dukung untuk mewujudkan pem-
bangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berke-
lanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutu-
han hidup masyarakat sekarang tanpa mengurangi ge-
nerasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya (Soemarwoto, 1997: 162).

Menurut David Korton generasi sekarang tidak
berhak mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu yang
dapat membuat generasi mendatang tidak mungkin
mempertahankan standar hidup manusiawi yang la-
yak (Korton, 2001:112). Dari kedua konsep di atas jelas
faktor lingkungan sosial diperlukan untuk menduku-
ng pembangunan yang berkelanjutan yaitu a) terpeli-
haranya ekologi yang esensial b) tersedianya sumber
daya alam yang cukup dan c) tersedianya kondisi so-

sial ekonomi dan budaya yang kondusif.
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Konsep pembangunan yang memiliki daya duku-
ng yang tinggi yang ditandai dengan daya dukung
lingkungan sosial yang kondusif memberikan stimulus
kearah yang lebih baik bagi kelangsungan kehidupan
bermasyarkat dan bernegara walaupun benih-benih
konflik dan radikalisme di hampir semua daerah bu-
kan suatu kenistaan dan sesuatu yang mustahil, deng-
an kondisi lingkungan yang harmonis, kehidupan ma-
syarakat yang senantiasa rukun dan damai yang diiri-
ngan perhatian pembangunan dari pemerintah konflik
soaial dan radikalisme dapat diantisipasi sedini mung-
kin. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional akan mendapatkan berbagai
tantangan baru dalam proses globalisasi dewasa ini
kondisi ini akan merupakan tantangan tersendiri bagi
Provinsi Kepulauan Riau yang berhadapan langsung
dengan negara-negara tetangga. Letak Wilayah Provin-
si Kepulauan Riau terletak antara 0°29” Lintang Selatan
dan 04°40" Lintang Utara serta antara 103°22" Bujur Ti-
mur sampai dengan 10904" Bujur Timur. Provinsi Ke-
pulauan Riau merupakan salah satu provinsi bahari di
Republik Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau dikelili-

ngi laut dan daratannya terdiri dari banyak gugusan
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pulau. Berdasarkan hasil identifikasi Bakosurtanal, ter-
catat 394 pulau berpenghuni sedangkan 1.401 lainnya
belum berpenghuni.

Seiring dengan itu, masalah keamanan dan keter-
tiban umum (social order) juga dihadapkan pada tanta-
ngan tersendiri pada era reformasi dan demokratisasi
yang kini tengah dihadapi di Provinsi ini. Bidang per-
tahanan keamanan juga masih memerlukan tingkat
sense of crisis yang tinggi serta menuntut sikap dan ko-
mitmen bersama yang kuat segenap komponen bangsa
untuk mengelolanya. Masalah separatisme, jelas masih
menjadi persoalan yang memerlukan perhatian yang
serius.

Batam merupakan wilayah kepulauan yang ada
di Provinsi Kepulauan Riau berbagai masalah konflik
sosial seperti politik, ekonomi, budaya, perseteruan an-
tar dan inter umat beragama, suku dan antar etnis, se-
ngketa batas wilayah, sengketa sumber daya alam, ser-
ta distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang
dalam masyarakat adalah sebagian dari sekian banyak
dari sumber konflik yang bisa mempengaruhi satu
dan lainnya. Konflik-konflik yang terjadi juga tidak se-

cara natural lahir dari unsur ketidak puasan masya-

4



rakat, akan tetapi ini dapat pula lahir dari pemicu-
pemicu konflik yang harus dideteksi sedini mungkin
agar tidak menjadi melebar serta memberikan dampak
massive kedepannya serta radikalisme negatif yang me-
mbahayakan kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian
konflik-konflik dan faham radikalisme masih sangat
perlu dipelihara momentumnya dan dilanjutkan de-
ngan proses rekonsiliasi sosial yang sungguh-sungguh
antar berbagai kelompok yang terlibat dalam konflik
sosial dan faham radikalisme terhadap perbedaan pan-
dangan social, ekonomi, politik, golongan dan etnis
serta perbedaan keyakinan agama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini di Batam
Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami perubahan
sosial budaya dan dinamika pembangunan yang sa-
ngat cepat. Gejala perubahan sosial budaya dengan
kondisi keterbukaan yang terjadi tidak saja dalam ar-
tian positif (regressive), tapi juga dalam bentuk nega-
tive (degressive), seperti meningkatnya masalah-masa-
lah sosial budaya, radikalisme yang mengakibat-kan
rusaknya tatanan nilai-nilai sosial dan budaya yang di
junjung tinggi seperti kriminalitas, patologi sosial lain-

nya yang tidak terkendali, aksi-aksi protes massa, kon-
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flik horizontal dan berbagai konflik fisik antar etnis
dan kelompok dalam masyarakat dan tidak menutup
kemungkinan timbulnya terorisme. Pada saat ini, ha-
rus diakui bahwa masyarakat secara umum belum se-
luruhnya mampu menggunakan hak-haknya, melak-
sanakan kewajiban serta tanggung jawab sosialnya ma-
sing-masing secara bijaksana dan dengan tingkat tole-
ransi sosial yang tinggi, sehingga tidak jarang seke-
lompok orang tertentu melakukan hal-hal yang bersifat
anarkhis dan radikalisme yang berlebihan dalam me-
ngekspresikan aspirasinya sebagai warga negara dan
kelompok-kelompok tertentu.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan bah-
wa trend konflik beskala kecil dan sporadis meningkat
serta menyebar hampir di seluruh di seluruh wilayah
Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Riau.
Jenis konfliknyapun sangat beragam seperti konflik ya-
ng berbasis politik, sosial, agama, etnik, radikal, antar
aparat, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, ru-
tin (tawuran, penghakiman massa, pengeroyokan) dan
lainnya. Kondisi seperti ini jika dibiarkan dan tidak
ada antisipasi sejak dini dikhawatirkan dapat menyu-

lut konflik sosial dan faham radikalisme yang keliru
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serta dampak yang lebih besar seperti terorisme. Di
samping itu penyelesaian konflik sosial dan paham-
paham radikal yang selama ini terjadi hanya sebatas
penghentian kekerasan (seringkali peran peme-rintah
hanya sebagai pemadam kebakaran) atau baru damai
negative belum mengarah pada damai positif atau sub-
stansial serta baru sebatas pencegahan represif. Ini ka-
rena persoalan dasar penyebab konflik sosial dan ra-
dikalisme di masyarakat belum diselesaikan secara
mendasar misalnya persoalan marginalisasi kelompok
masyarakat, segregasi antar kelompok, persoalan ma-
yoritas minoritas, persoalan penduduk asli dan penda-
tang, hancurnya ruang-ruang budaya, akses ekonomi,
pendidikan dan, lapangan pekerjaan, pertanahan, ke-
miskinan, agama dan kepercayaan dan lain-lain.
Persoalan mendasar tersebut jika tidak diselesaikan
maka kemungkinan konflik bisa terjadi lagi dan sema-
kin meluas seperti terorisme dengan kekuatan.

Sejalan dengan itu penulis memandang perlu me-
lakukan serangkaian penulisan karya ilmiah dengan
pendekatan pemetaan potensi konflik sosial dan faham

radikal di Batam Provinsi Kepulauan Riau.






BAB 2
KONFLIK

A.Pengenalan Konflik

Konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa ter-
hindarkan dalam kehidupan manusia. Konflik oleh be-
berapa aktor dijadikan sebagai salah satu cara yang
dapat digunakan untuk mencapai keinginan atau tuju-
an. Menurut beberapa ahli konflik diartikan sebagai
satu bentuk upaya untuk menampakkan, untuk meng-
identifikasi, dan menjelaskan bahwa diantara setidak-
nya dua belah pihak memiliki perbedaan atau perten-
tangan. Perbedaan atau pertentangan dapat berwujud
dalam bentuk perbedaan tujuan, kepentingan, nilai-
nilai, budaya, suku, kelompok, ras dan agama.

Menurut Webster (Pruitt dan Rubin: 2004) istilah
“conflict” di dalam istilah aslinya berarti suatu “perkela-
hian, peperangan atau perjuangan”. Dengan demikian
dapat disimpulkan berupa konfrontasi fisik antara be-
berapa pihak. Kemudian menurut Pruitt dan Rubin
(2004:9) kata tersebut berkembang dengan masuknya

“ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berba-



gai kepentingan, ide dan lain-lain”. Ada beberapa pe-
ngertian konflik menurut ahli: (Laporan Pengkajian
Hukum tentang Mekanisme Penanganan Konflik So-
sial: 2011):

1. Menurut Taquiri sosial yang boleh berbangkit-
nya (1977), konflik merupakan warisan kehi-
dupan berlaku dalam berbagai keadaan akibat
daripada keadaan ketidak setujuan, kontrover-
si dan pertentangan di antara dua pihak atau
lebih pihak secara berterusan.

2. Menurut Gibson, et al (1997), hubungan selain
dapat menciptakan kerjasama, hubungan Sali-
ng tergantung dapat pula melahirkan konflik.
Hal ini terjadi jika masing-masing komponen
organisasi memiliki kepentingan atau tujuan
sendiri-sendiri dan tidak bekerjasama satu sa-
ma lain.

3. Menurut Robbin (1996), keberadaan konflik
dalam organisasi ditentukan oleh persepsi in-
dividu atau kelompok. Jika mereka tidak me-
nyadari adanya konflik didalam organisasi ma-
ka secara umum konflik tersebut mempersep-

sikan dianggap tidak ada. Sebaliknya, bahwa
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di dalam organisasi ada jika mereka konflik
maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.
. Dipandang sebagai pelaku, konflik merupakan
bentuk minteraktif yang terjadi pada tingkat
individu, interpersonal, kelompok atau tingkat
organisasi (Muchlas, 1999).

. Konflik merupakan ekspresi pertikaian anta-
ra individu dengan individu lainnya, kelom-
pok dengan kelompok lainnya karena bebera-
pa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian
menunjukkan adanya perbedaan antara dua
atau lebih individu yang diekspresikan, diingat

dan dialami.

Perbedaan ciri-ciri individu seperti fisik, keper-

cayaan, adat istiadat, budaya, agama dan sebagainya

menyebabkan konflik tidak dapat dihindari dan menja-

di sesuatu yang wajar. Dalam setiap masyarakat tidak

satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami

konflik, baik itu konflik sesama anggota masyarakat at-

au antar kelompok masyarakat. Kemudian Pruitt dan

Rubin (2004:9) mendefinisikan konflik adalah persepsi

mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence

of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pi-

11



hak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simul-
tan.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik
Sosial, konflik sosial adalah perseteruan dan/atau ben-
turan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok ma-
syarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu ter-
tentu dan berdampak luas yang mengakibatkan keti-
dakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengga-
ngu stabilitas menghambat pembangunan nasional.
Chang (2001) konflik sosial bukan hanya berakar dari
ketidak puasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian,
masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal,
masalah pekerjaan, masalah uang dan masalah kekua-
saan manusia tersebut. Tetapi konflik juga berakar dari
emosi sesaat.

Jenis dan Tipe Konflik

Susan (99:2010) menuliskan bahwa konflik ter-
diri dari dua jenis yaitu pertama dimensi vertikal atau
“konflik atas”yang dimaksud adalah konflik antara
elite dan massa (rakyat). Elite disini bisa para pengam-
bil kebijakan ditingkat pusat, kelompok bisnis atau
para aparat militer. Kedua konflik horizontal, yakni

konflik yang terjadi dikalangan massa (rakyat) sendiri.
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Sedangkan tipe konflik juga terdiri dari dua yai-
tu konflik laten dan konflik manifest (nyata atau ter-
buka). Konflik laten adalah suatu keadaan yang di da-
lamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembu-
nyi dan perlu diangkat kepermukaan agar bisa di ta-
ngani. Sedangkan konflik manifest adalah situasi ke-
tika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang
berakar sangat dalam dan sangat nyata, dan memer-
lukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penye-
bab dan berbagai efeknya.

Menurut H. Kusnadi dan Bambang Wahyudi
(Ranjabar: 2013) macam konflik dapat dibedakan ke
dalam berbagai klasifikasi yang relevan berikut ini.

a. Konflik menurut hubungannya dengan tujuan

organisasi.

1) Konflik fungsional. Konflik fungsional ada-
lah konflik yang mendukungan tercapainya
tujuan organisasi dan karenanya sering kali
bersifat konstruktif. Konflik fungsional sa-
ngat dibutuhkan organisasi.

2) Konflik disfungsional. Konflik disfungsional
adalah konflik yang menghambat tercapai-
nya tujuan organisasi dan karenanya seri-
ngkali bersifat destruktif (merusak).

b. Konflik menurut hubungannya dengan posisi
pelaku yang berkonflik.
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1) Konflik vertikal. Konflik vertikal adalah ko-
nflik antar tingkatan kelas antar tingkat ke-
lompok.

2) Konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara
individu atau kelompok yang sekelas atau
sederajat.

3) Konflik diagonal adalah konflik yang terjadi
karena adanya ketidak adilan alokasi sum-
ber daya ke seluruh organisasi yang menim-
bulkan pertentangan secara ekstrim dari ba-
gian yang membutuhkan sumber daya ter-
sebut.

. Konflik menurut hubungannya dengan sifat

pelaku yang berkonflik.

1) Konflik terbuka adalah konflik yang diketa-
hui oleh semua pihak yang adal dalam orga-
nisasi atau konflik yang diketahui masyara-
kat dalam suatu negara.

2) Konflik tertutup adalah konflik yang hanya
diketahui oleh pihak yang terlibat saja, sehi-
ngga pihak yang ada di luar tidak tahu jika
terjadi konflik.

. Konflik menurut hubungannya dengan waktu.

1) Konflik sesaat. Konflik ini disebut juga de-
ngan konflik spontan di mana terjadinya ko-
nflik ini hanya sesaat atau sementara. Um-
umnya, pemicunya karena kesalah pahaman
yang tidak begitu berarti dan begitu pihak
yang berkonflik diberi atau memberi penje-
lasan, maka konflik langsung berakhir.



2) Konflik berkelanjutan adalah suatu konflik
yang berlangsung sangat lama dan sangat
sulit untuk diselesaikan, di mana penyele-
saian konflik tersebut masih harus melalui
berbagai tahapan yang sangat rumit. Meski-
pun konflik telah selesai, tetapi di kemudian
hari tidak menutup kemungkinan muncul-
nya konflik baru yang merupakan kelanju-
tan dari konflik terdahulu.

e. Konflik menurut hubungannya dengan penge-
ndalian

1) Konflik terkendali adalah konflik di mana
para pihak yang terlibat dengan konflik da-
pat dengan mudah mengendalikan konflik
dan konflik selesai atau tidak meluas.

2) Konflik tidak terkendali adalah suatu kon-
flik dimana para pihak yang terlibat dengan
konflik tidak dapat dengan mudah mengen-
dalikan konflik dan konflik tidak selesai dan
malahan semakin meluas.

f. Konflik menurut hubungannya dengan siste-
matika konflik.

1) Konflik non-sistematis adalah konflik yang
bersifat acak, di mana terjadinya dengan
spontanitas dan tidak ada yang mengoman-
do dan tidak ada tujuan tertentu yang di-
targetkan. Dalam konflik ini, pihak yang
berkonflik tidak melakukan analisis kekua-
tan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kon-
flik ini disebut juga dengan konflik acak.
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2) Konflik sistematis adalah konflik yang ber-
sifat sistematis, dimana terjadinya telah di
rencanakan dan di program secara ada yang
mengomando serta mempunyai tujuan siste-
matis dan tertentu yang ditargetkan. Dalam
analisis kekuatan, konflik ini, pihak yang
berkonflik melakukan kelemahan, peluang
dan ancaman. Setiap sikap dan perilaku dari
satu pihak senantiasa dianalisis secara cer-
mat dan hati-hati tentang berbagai respon
yang diambil sehingga akan diperoleh keun-
tungan. Dalam konflik ini, analisis kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman diperhi-
tungkan cermat, hati-hati dan sistematis.

g. Konflik menurut hubungannya dengan kon-
sentrasi aktivitas manusia di dalam masya-
rakat.

1) Konflik ekonomi adalah konflik yang dise-
babkan karena adanya perebutan sumber
daya ekonomi dari pihak yang berkonflik.

2) Konflik politik adalah konflik yang dipicu
oleh adanya kepentingan politik dari pihak
yang berkonflik.

3) Konflik sosial adalah konflik yang disebab-
kan oleh adanya perbedaan kepentingan so-
sial dari pihak yang berkonflik.

4) Konflik budaya adalah konflik yang dise-
babkan oleh adanya perbedaan kepentingan
budaya dari pihak yang berkonflik.

5) Konflik pertahanan adalah konflik yang di
picu oleh adanya perebutan hegemoni dari
pihak yang berkonflik.



6) Konflik antar agama adalah konflik yang
dipicu oleh adanya sentimen agama, perang
salib merupakan contoh dari jenis agama.
Salah satu dari sekian banyak konflik menu-
rut Castro konflik antar dan Nielsen (2003)
adalah konflik yang bersumber dari perma-
salahan sumber daya alam. Di era desentra-
lisasi serta keberadaan konflik yang menge-
depankan globalisasi, demokratisasi, urbani-
sasi ternyata membawa dampak terhadap
sosial sumber daya alam. Sehingga tidak sa-
lah bila di dalam undang-undang Pasal 5
Huruf D menerangkan bahwa salah satu
sumber konflik sosial dan E yang di Indo-
nesia sengketa sumber masyarakat dengan
daya alam antar masyarakat dan/atau antar
pelaku usaha atau distribusi sumber daya
alam yang tidak seimbang dalam masya-
rakat.

Pandangan tentang konflik oleh Arya Hadi Dhar-
mawan memberikan dua gerakan. Pertama, gerakan
sosial klasik (old social movement) yang sepenuhnya ber-
orientasikan pada gugatan rasa keadilan materiil dan
yang kedua adalah gerakan sosial baru (new social mov-
ement) yang berorientasikan sangat kuat pada pemenu-
han kebutuhan akan pengakuan atas eksistensi ideolo-
gi baru atau arus-pemikiran baru dalam sistem tata-
kehidupan sosio-politik. Secara konkret, konflik sosial

dari gerakan sosial klasik lebih lanjut berwujud dalam
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bentuk tuntutan pemenuhan kebutuhan minimal po-
kok demi menjaga kelangsungan kehidupan masya-
rakat, seperti: redistribusi lahan bagi petani non-tanah,
tuntutan peningkatan upah-minimum bagi buruh in-
dustri, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan dan
pelayanan umum lainnya bagi masyarakat miskin, dan
sebagainya. Sedangkan eksistensi seperti demokratis-
me, ecologism, sustainnability, good-governance, feminis-
me nilai-nilai yang dibawa oleh gerakan sosial baru.

Secara holistik konflik yang timbul dipahami se-
bagai ketika dua atau lebih kelompok memiliki kompa-
tibel tujuan dan kepentingan. Oleh karena itu, dalam
kajian pemetaan konflik mudah-mudahan membantu
serta memperluas cakupan analisis tentang konflik di
provinsi Kepulauan Riau dengan mainstreamnya ada-
lah menyertakan semua faktor terkait dengan kelom-
pok-kelompok yang berkepentingan dan bersaing da-
lam berbagai sektor kehidupan di Provinsi Kepulauan
Riau.

Menurut Nasikun (Ranjabar: 2013) ada beberapa
indikator yang bisa dipergunakan untuk menilai inten-
sitas daripada konflik yang terjadi di Indonesia, antara

lain sebagai berikut:
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a. Demonstrasi
Yang dimaksud dengan demontrasi disini ada-
lah sejumlah orang yang tidak menggunakan
kekerasan mengorganisir diri untuk melakukan
protes terhadap suatu rezim pemerintah atau
pimpinan dari rezim pemerintah tersebut suatu
tindakan atau suatu tindakan yang sedang di
rencanakan rezim.
b. Kerusuhan

Kerusuhan pada dasarnya adalah sama dengan
demontrasi. Ia hanya beda dari demontrasi oleh
karena kerusuhan mengandung penggunaan
kekerasan fisik, yang biasanya diikuti dengan
pengrusakan barang-barang, pemukulan oleh
alat keamanan atas pelaku kerusuhan, menggu-
nakan alat-alat pengendalian kerusuhan oleh
para petugas keamanan di satu pihak dan pe-
nggunaan berbagai macam senjata atau alat pe-
mukulan oleh pelaku kerusuhan di lain pihak.
Ciri lain yang membedakan kerusuhan demon-
trasi dan Armed Attack yang akan di kemuka-
kan oleh spontanitas sebagai akibat dari suatu

inside dan perlakuan kelompok yang kacau.
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c. Serangan bersenjata (Armed Attack)

Yaitu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan
oleh atau untuk kepentingan suatu kelompok
tertentu dengan maksud untuk melemah atau
bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelom-
pok lain. Ia di tandai oleh terjadinya partum-
pahan darah, pergolatan fisik atau perusakan
barang-barang. Serangan bersenjata meliputi
antara lain kekerasan politik yang terorganisir
didalam suatu sitem politik dan harus dibeda-
kan dalam semua protes yang dilakukan tanpa
menggunakan kekerasan (demontrasi), dan in-
siden yang terjadi di dalam kerusuhan serta
semua bentuk kekerasan di dalam rangka keja-
hatan kriminal yang tidak secara langsung ada
hubungannya dengan penggolongan, konflik
dan isu di dalam suatu proses politik.

Indikator yang terutama sekali berhubungan dan
merupakan akibat daripada Armed Attack, tetapi juga
berhubungan dengan dan merupakan akibat dari ke-
rusuhan dan untuk sebagian lagi berhubungan dengan
dan merupakan akibat dari demontrasi. Indikator yang

dimaksud adalah jumlah kematian sebagai akibat ke-
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kerasan politik. Indikator ini, kecuali menimbulkan ke-
matian, oleh karena protes-protes politik senantiasa
dilakukan oleh pelakunya di dalam rangka perjuangan
untuk memperoleh kekuasaan, maka proses politik se-
macam itu tidak jarang pula menghasilkan perubahan
politik yang penting. Salah satu perubahan politik ya-
ng paling penting yang dapat dipakai sebagai indi-
kator daripada konflik politik adalah terjadinya peru-
bahan-perubahan di dalam lembaga-lembaga ekseku-
tif. Indikator ini dapat kita bedakan ke dalam dua ma-
cam perubahan eksekutif, yakni pemindahan kekua-
saan eksekutif yang bersifat reguler dan pemindahan
kekuasaan eksekutif yang bersifat ireguler.

Suatu pemindahan kekuasaan eksekutif yang ber-
sifat reguler merupakan pemindahan kekuasaan ekse-
kutif pada tingkat nasional dari suatu pimpinan atau
kelompok pengusaha yang lain melalui cara-cara legal
konvensional atau melalui prosedur-prosedur yang su-
dah menjadi kebiasaan, tanpa disertai dengan tekanan
kekerasan fisik yang nyata dan langsung. Kekuasaan
eksekutif yang lebih jelas mencerminkan konflik-kon-
flik politik di dalam masyarakat adalah adanya pemin-

dahan eksekutif yang bersifat irequler. Dengan ireguler,
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yang dimaksudkan adalah suatu peristiwa peminda-
han kekuasaan eksekutif pada tingkat nasional melalui
cara yang tidak biasa. Dari pimpinan atau kelompok
pengusaha lain tidak legal konvensional atau prose-
dur-prosedur baik dipandang sebagai indikator yang
bersifat sendiri (nominal) maupun sebagai indikator
yang bertingkat (ordinal), maka indikator tersebut de-
ngan cukup jelas memberi gambaran betapa perjalanan
hidup bangsa Indonesia berjalan merambat melalui
konflik yang cukup serius.

Di samping itu, masih ada indikator lain yang da-
pat dipergunakan untuk menilai seberapa jauh coercion
mengambil peranan di dalam proses integrasi masya-
rakat, yakni apa yang disebut governmental sanction.
Dengan governmental sanction, yang adalah suatu tin-
dakan yang diambil oleh penguasa untuk menetralisir,
menindak atau meniadakan suatu ancaman terhadap
keamanan pemerintah, rezim yang berkuasa atau ne-
gara. Tiga macam sanction dapat dibedakan antara lain:

1. Penyensoran, meliputi semua tindakan peme-

rintah untuk membatasi, mengekang atau me-
ngancam media massa, seperti surat kabar, ma-

jalah, buku radio maupun TV.
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2. Pembatasan partisipasi politik, meliputi tinda-
kan pemerintah seperti membuat UU keadaan
bahaya, mobilisasi alat-alat keamanan untuk
memelihara keamanan dalam negeri atau me-
nentukan jam malam. Pembatasan parti-sipasi
politik juga meliputi tindakan-tindakan khusus
terhadap perseorangan, partai politik atau or-
ganisasi politik lainnya, seperti pemecatan pe-
gawai pemerintah yang diketahui memiliki ke-
yakinan politik atau melakukan tindakan poli-
tik tertentu, kepentingan keamanan negara,
memenjarakan orang-orang dengan alasan me-
lakukan kegiatan politik atau melakukan opo-
sisi yang dapat merugikan kepentingan nasio-
nal, serta penahanan orang yang terlibat dalam
protes politik, seperti demontrasi, kerusuhan &
armed attack.

3. Pengawasan, meliputi semua tindakan peme-
rintah di mana seorang atau sejumlah orang
(warga Negara/orang asing) ditahan dengan
tuduhan kegiatan mata-mata, sabotase atau ca-
mpur tangan di dalam masalah politik dalam

negeri yang mengancam keamanan negara.
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Sumber konflik menurut Suporaharja (Yumi, Has-
tuti dan Koedoeboen: 2012) adalah perbedaan dan per-
bedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara ob-
jektif memang berbeda. Perbedaan tersebut dapat ter-
jadi pada tataran antara lain: (1) perbedaan persepsi;
(2) perbedaan pengetahuan; (3) perbedaan tata nilai; (4)
perbedaan kepentingan; dan (5) perbedaan pengakuan
hak kepemilikan (klaim). Fisher et.al (Yumi et al: 2012)
menyebutkan penyebab konflik adalah isu-isu utama
yang muncul pada waktu menganalisis konflik, yaitu
isu kekuasaan, budaya, identitas, gender dan hak. Isu-
isu ini muncul ketika mengamati interaksi antara pihak
yang bertikai, yang pada saat kesempatan tertentu ak-
an menjadi latar belakang konflik serta berperan seba-
gai faktor-faktor yang mempengaruhi secara diam-
diam. Menurut Wirawan (Yumi et al:2012) konflik da-
pat terjadi karena keterbatasan sumber, tujuan yang
berbeda, komunikasi yang tidak baik, keragaman so-
sial, pelaku yang tidak manusiawi. Engel dan Korf
(Yumi et al:2012) menyebutkan ada 4 penyebab konflik
SDA vyaitu: (1) persaingan yang ketat akan pemenfaa-
tan SDA; (2) pertentangan antara hukum adat dan hu-

kum positif; (3) perubahan terkait dengan perubahan
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kepentingan dan kebutuhan penggunaan SDA; (4) ke-
bijakan, program, kegiatan pengelolaan SDA sering
menjadi sumber konflik, karena kebijakan sering diten-
tukan tanpa partisipasi, identifikasi dan konsultasi pe-
mangku kepentingan yang sering tidak tepat, penyam-
paian informasi yang tidak tepat, kapasitas kelembaga-
an yang tidak memadai, pemantauan dan evaluasi atas
program, kegiatan tidak memadai sehingga memper-
sulit identifikasi dan masalah.

Konflik secara alami merupakan bagian yang pe-
nting dari kehidupan. Ketika konflik dipahami, ini bisa
menjadi kesempatan untuk belajar dan menciptakan.
Tantangan bagi orang-orang dalam konflik adalah de-
ngan menerapkan prinsip-prinsip kerja sama kreatif
dalam hubugan manusia mereka (Bodine. R., Crawfo-
rd. D., & Schrumpf. F., 1994). Sebagaimana yang di ke-
tahui bahwa ketika membicarakan tentang konflik ma-
ka hampir setiap konflik akan mengarah terjadi seng-
keta dan kekerasan. Konflik tersebut dapat berupa
konflik kepentingan baik itu individual maupun kelo-
mpok atau golongan. Sebagai contoh terjadinya konflik
sosial dimana kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat

yang tidak bisa dipenuhi misalnya penyediaan lapa-
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ngan kerja yang mengalami diskriminasi terhadap an-
ak tempatan atau penduduk di sebuah wilayah. Akar
konflik ini tidak terlepas dari prilaku-prilaku individu
maupun kelompok. Glasser (1984) mengidentifikasikan
bahwa ada 4 (empat) dasar kebutuhan secara psiko-
logi yang memotivasi prilaku yaitu:

1. Belonging (memiliki)

2. Power (kekuasaan)

3. Freedom (kebebasan)

4. Fun (kesenangan)

Konflik dapat terjadi, misalnya, ketika dua orang
dalam suatu hubungan memiliki ide yang berbeda ten-
tang bagaimana untuk milik atau karena lebih meme-
ntingkan untuk membangun hubungan dan yang la-
innya dengan mempertahankan rasa kebebasan. Keti-
ka konflik muncul, individu memiliki dua pilihan ese-
nsial yaitu untuk melanjutkan konflik atau memecah-
kan masalah. Strategi pemecahan masalah memer-
lukan arah resolusi konflik dan menciptakan peluang
untuk keperluan tersebut agar menjadi lebih puas. Ke-
tika individu memilih untuk melanjutkan konflik, ke-
butuhan dasar tidak ada yang terpenuhi. Kebutuhan

psikologis dasar berada di akar hampir semua konflik
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(Crawford. D., & Bodine. R., 1996). Crawford. D., & Bo-
dine. R., (1996) menjelaskan bahwa ada beberapa st-
ruktur terhadap proses penyelesaian masalah dari re-
solusi konflik sebagai barikut:
1. Negotiation (negosiasi)
Yaitu Proses pemecahan masalah dalam yang ba-
ik kedua belah pihak dalam sengketa atau per-
wakilan mereka bertemu tatap muka untuk be-
kerja sama tanpa bantuan untuk menyelesaikan
sengketa antara para pihak
2. Mediation (mediasi)
Yaitu proses pemecahan masalah yang kedua be-
lah pihak dalam sengketa atau perwakilan mere-
ka bertemu muka dengan muka (tatap muka) un-
tuk bekerja sama dalam rangka untuk mengatasi
sengketa dan dibantu oleh pihak ketiga yang net-
ral disebut "perantara atau mediator."
3. Concensus decision-making (pembuatan keputus-
an secara konsensus)
Yaitu proses pemecahan masalah kelompok di
mana semua pihak dalam sengketa atau perwaki-
lan dari masing-masing pihak berkolaborasi un-

tuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan me-
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nyusun rencana tindakan semua pihak yang bisa

dan akan mendukung terhadap rencana tindakan

tersebut. Proses ini mungkin atau bahkan mung-

kin tidak dapat difasilitasi oleh pihak yang netral

Semua proses problem-solving diatas pada reso-

lusi konflik berdasarkan teori negosiasi integrasi.

Dalam resolusi konflik baik secara literatur mau-
pun prakteknya, istilah "negosiasi" dan "mediasi" seri-
ng digunakan secara bergantian. Pada praktenya, cara-
cara tersebut lebih mudah untuk mendapatkan penye-
lesaian masalah yang terjadi antar kelompok yang me-
miliki konflik.
B. Dampak Konflik

Konflik sejatinya menghasilkan dua dampak yaitu
dampak positif dan negatif. Konflik akan menghasilkan
dampak negatif jika konflik itu dibiarkan, tidak dikelola
serta telah mengarah pada tindakan destruktif. Sebalik-
nya, konflik akan berdampak positif jika konflik itu da-
pat dikelola sehingga konflik kemudian bersifat kon-
struktif.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Coser (Su-
san, 2009: 53-57) yang mengatakan bahwa konflik ti-
daklah hanya menghasilkan dampak yang negatif teta-
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pi konflik juga memiliki dampak positif. Hanya saja,
menurut Coser fungsi positif akan diperoleh ketika ko-
nflik memang dikelola dan diekspresikan sewajarnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dampak
dari konflik sangat bergantung apakah konflik itu
bersifat destruktif ataukah bersifat konstruktif.

Carpenter dan Kennedy (Susan, 2009: 7) mengata-
kan konflik yang destruktif senantiasa muncul dalam
bentuk kehancuran disemua sisi, seperti kehancuran
tata sosial dan fisik. Konflik destruktif menyertakan
cara-cara kekerasan didalamnya. Dampak dari konflik
destruktif menurut penulis diantaranya: (1) korban lu-
ka, (2) korban jiwa, (3) kerusakan sarana dan prasarana
sosial, (4) kerugian materil, (5) keretakan dan kehan-
curan hubungan sosial.

Carpenter dan Kennedy (Susan, 2009:7) melanjut-
kan bahwa konflik konstruktif akan muncul dalam
bentuk peningkatan kerjasama atau kesepakatan yang
menguntungkan seluruh pihak berkonflik. Adapun da-
mpak positif dari konflik sosial menurut Coser dian-
taranya yaitu mampu menciptakan dan memperkuat
identitas dan kohesi kelompok sosial, meningkatkan

partisipasi setiap anggota terhadap pengorganisasian
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kelompok serta dapat menjadi alat bagi suatu kelomp-
ok untuk mempertahankan eksistensinya (Susan, 2009:

55-56).
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BAB 3
RADIKALISME

Radikalisasi sebagai sebuah fenomena perilaku
ekstrem atas sebuah ideologi, pandangan ataupun nilai
sejatinya bukan dominan terjadi pada satu kelompok
tertentu. Sejarah membuktikan bahwa fenomena terse-
but terjadi pada beragam kelompok, baik yang bersifat
politis atau pun religius. Di Amerika Serikat (AS), gera-
kan radikalisme dilakukan oleh kelompok politik su-
premasi kaum kulit putih atau ultra nasionalist seperti
kasus Bom Oklahoma oleh Timothy McVeigh; di Sri
Lanka, kelompok Macan Tamil lahir dari sebuah enti-
tas politik nasionalis; di Spanyol, kelompok ETA (Eu-
skadi Ta Askatasuna) merupakan manifestasi gerakan
separatis Basque yang ingin memerdekakan diri; di
Jepang, Aum Shinrikyo pimpinan Shoko Asahara me-
rupakan kelompok religius sinkretisme (Kristen, intre-
pretasi Yoga, dan nilai-nilai Nostradamus); di Kambo-
ja, kelompok Khmer Merah lahir dari sebuah paham
ideologi komunisme; di Irlandia Utara, kelompok IN-

LA (Irish National Liberation Army), IPLO (Irish Peo-
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ple“s Liberation Organization), dan IRA (Irish Repu-
blican Army) merupakan gerakan separatis berideologi
Katolik; dan daftar kelompok-kelompok radikal/ tero-
risme ini masih panjang lagi.

Namun, fokus global terhadap isu terkait radika-
lisme kini banyak terpaku pada kelompok-kelom-pok
berbasis Islam, terutama pasca serangan pada Gedung
World Trade Center, New York, AS, pada 11 Septem-
ber 2001. Tak luput pula dalam konteks Indonesia, aksi
gerakan radikalisasi juga sering kemudian menjadikan
organisasi-organisasi Islam sebagian bahkan berafiliasi
dengan jaringan inter-nasional sebagai pelaku utama-
nya. Intrepretasi ekstrem dari nilai-nilai Islam serta
latar sosial-politik lokal dan internasional dipandang
menjadi ikhwal munculnya pandangan radikalisme
yang lalu bermetamorfosa menjadi aksi nyata tindak
kejahatan.

Proses peralihan rezim politik dari era Soeharto
yang tak mulus dan cenderung chaos, dinilai menjadi
penyebab begitu mudahnya kelompok-kelompok radi-
kal tumbuh hingga dapat melancarkan aksinya (Woo-
dier, 2006; Abuza, 2007). Pada latar situasi seperti ini,

telaah fenomena radikalisme menjadi sebuah kajian
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yang penting. Namun demikian, kajian-kajian tersebut
bertitik tolak dari perspektif kajian keamanan dan kri-
minologi. Dalam skala internasional, Rahimullah, dkk
(2013) memaparkan, kajian radikalisme dilakukan de-
ngan beragam teknik mulai menelaah data biografi pa-
ra pelaku faham radikal. Kajian terkait radikalisasi juga
sering muncul dari studi keagamaan dengan memba-
has mengenai paham, aliran, serta konteks perbedaan
penafsiran ajaran. Ada pula tinjauan radikalisasi deng-
an fokus pada akar historis, pertentangan peradaban
Barat versus Islam; bahwa radikalisasi itu muncul ka-
rena modus-modus penindasan politik Islam; dan pada
konteks global, adanya marjinalisasi politik Islam oleh
kekuatan hegemoni dalam politik internasional (Ame-
rika Serikat); serta dalam konteks lain, penindasan se-
cara ekonomi-politik (Umar, 2010: 169-186). Sedangkan
dari perspektif komunikasi dan media juga dibahas,
namun masih belum komprehensif dan terlalu datar.
Harus disadari bahwa kajian terkait radikalisasi
dan terorisme merupakan sebuah ranah multi disip-
liner yang telaahnya sangat multi dimensi. Ini yang
kemudian membuat kajian ini seringkali kurang kom-

prehensif karena hanya dibahas dari sudut pandang
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tertentu. Dan, melihat arus utama kajian ini yang se-
ring muncul dari para ilmuan di bidang kajian Hubu-
ngan Internasional (Studi Kawasan, Kejahatan Trans
National, Politik Kekerasan), maka perlu rasanya un-
tuk dapat menjelaskan dari sudut pandang lain, teru-
tama dari aspek komunikasi dan media, terutama da-
lam konteks Indonesia. Aspek komunikasi menjadi pe-
nting karena sejatinya aksi terorisme adalah sebuah
»pesan” radikalisasi muncul karena adanya , interaksi®,
dan media menjadi channel baik dari sudut panda-
ng kontra dan pro radikalisme. Pada tataran inilah,
makalah ini akan memaparkan diskusi tentang kekura-
ngan literatur akademis tentang radikalisasi dan tero-
risme dari perspektif kajian komunikasi dan media pa-
da konteks Indonesia. Telaah akan diawali dengan ke-
senjangan (gap) literatur sebelum akhirnya memba-has
potensi riset dari sudut pandang komunikasi dan me-
dia yang dapat berkontribusi memperluas pemahaman
kekinian tentang proses radikalisasi.

Istilah radikalisasi menjadi istilah penting yang
selalu muncul ketika membicarakan ranah terorisme.
Namun konsep ini sejatinya kabur dan tidak terdefini-

sikan secara solid. Sebagai contoh, seperti dikemuka-
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kan oleh Rahimullah, dkk (2013), NATO atau pun ka-

mus istilah militer pada Kementerian Pertahanan AS,

tak pernah kemudian menyediakan definisi jelas tenta-

ng istilah radikal. Di level akademisi pun, istilah radi-

kalisasi memiliki beragam manifestasi definisi. Neu-

mann (2008) menjelaskan radikalisasi sebagai “apa

yang terjadi sebelum bom meledak”. Porta dan LaFree

(2012) dalam papernya berjudul Guest Editorial: Pro-

cesses of Radicalization and Deradicalization mengutip ba-

nyak sekali definisi terkait radikalisasi:

1.

Radikalisasi harus dipahami sebagai sebuah
proses yang dapat mengarah pada peningka-
tan penggunaan kekerasan politik;

. Sebuah proses eskalasi yang mengarah ke ke-

kerasan;

Sebuah proses yang ditandai dengan pening-
katan komitmen dan penggunaan sarana dan
strategi kekerasan dalam konflik politik;

. Sebuah proses interaksi antara kelompok-ke-

lompok kekerasan dengan lingkungan mereka,
atau efek interaksi mutual di antara para aktor
yang penuh kebencian.

. Secara fungsi, radikalisasi politik adalah peni-

ngkatan persiapan untuk dan komitmen mela-
kukan konflik antar grup.

Dapat dideskripsikan, radikalisasi adalah peruba-

han keyakinan, perasaan, dan perilaku yang sejalan

dengan justifikasi kekerasan oleh kelompok dan me-
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nuntut adanya pengorbanan untuk membela kelom-
pok, Penggunaan strategi kekuatan fisik untuk mem-
pengaruhi audiens.

Untuk dapat lebih memahami konsep radikalisasi
yang beragam ini, Schmid (2013) menyarankan agar
melihat akar katanya radikalisme dan dinamika mak-
nanya secara aspek historis. Pada abad ke-19, banyak
partai politik menyebut diri mereka sebagai “radikal”
dalam arti menjadi penggiat advokasi paham repu-
blikanisme untuk melawan royalisme (monarki). Ka-
um radikal ini menuntut sistem demokrasi yang hak
memilihnya tidak terikat status kekayaan atau gender.
Mereka juga bukanlah kelompok yang bersifat revolu-
sioner, namun lebih bersifat reformis. Bahkan, pada
paruh pertama abad ke-19 di Inggris, kaum “radikal”
ini hampir sama dihormatinya dengan kaum liberal.
Banyak dari mereka, pada akhir abad ke-19 dan abad
ke-20 justru adalah aktivis anti-kekerasan. Perjuangan
mereka menuntut hak memilih bagi kaum wanita bisa
jadi ilegal, namun bukan sesuatu hal yang tidak terle-
gitimasi. Menariknya, beberapa tuntutan kaum radikal
abad 19 ini menjadi hal-hal arus utama penting seka-

rang ini (Schmid, 2013:7).
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Berdasarkan paparan di atas, konsep radikalisme
mengalami pergeseran makna yang sangat hanya da-
lam waktu sekitar satu abad saja. Radikal pada abad
ke-19 berkonotasi positif dengan merujuk pada liberal,
pro-demokrasi, progresif. Sebaliknya, radikal sekarang
ini (terutama dikaitkan dengan Islam) cenderung ber-
makna sebaliknya. Mereka diidentikkan anti liberal,
fundamentalis, anti demokrasi, serta penuh dengan
agenda kekerasan.

Berangkat dari hal ini, jelas terlihat bahwa ,radi-
kal” adalah konsep relatif, dan tentu saja akan mem-
pengaruhi makna turunan katanya seperti “radikali-
sasi. Oleh karena itu, Schmid pun lebih memilih sebu-
ah konsep/definisi radikal yang lebih dapat mengako-
modasinya dalam relasi aktivitas politik arus utama
dalam konteks masa demokratis kini. Schmid mene-
gaskan bahwa konsep radikalisme dapat dideskripsi-
kan dalam dua elemen penting yang dapat merefleksi-
kan pikiran/sikap dan aksi/perilaku.

1. Mengadvokasi perubahan politik berdasarkan

sebuah tudingan bahwa keberadaan entitas

status quo tidak dapat diterima, dan bersamaan
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dengan itu sebuah alternatif muncul pada ka-
um radikal.

2. Sarana advokasi untuk menghasilkan solusi
dan transformasi radikal sistem bagi pemerin-
tah atau-pun masyarakat bisa melalui cara non-
kekerasan dan demokratis (lewat persuasi dan
reformasi) atau kekerasan dan non-demokratis.

Di Indonesia, kemunculan kelompok-kelompok

radikal yang sering kemudian menjadi tertuduh aksi
terorisme memiliki akar historis yang panjang. Umar
(2010) berargumen bahwa setidaknya ada dua hal yang
dikatakan sebagai pemicu radikalisme di Indonesia.
Pertama tidak lepas dari adanya warisan sejarah kon-
fliktual antara umat Islam dengan rezim yang berkua-
sa, terutama terkait munculnya modus-modus penin-
dasan politik Islam masa orde baru. Kelompok yang
merasa termarjinalkan dari sisi historis inilah yang
mencoba mengembalikan posisi politik Islam di luar
jalur-jalur formal yang ada.

Perasaan termarjinalkan secara politik ini juga

kemudian terjadi di tataran global. Adanya marjinali-
sasi politik Islam oleh hegemoni kekuatan dunia seper-

ti Amerika Serikat dinilai makin menyadarkan umat
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atas sebuah sikap perlunya mengembalikan daulah
Islam. Sikap kesadaran ini mampu melintasi batasan
negara dan masuk ke Indonesia dalam ragam bentuk
gerakan-gerakan politik Islam. Berikutnya, aspek ke-
dua yang menjadi penyebab radikalisme di Indonesia
adalah fenomena ekonomi politik. Radikalisme muncul
karena imbas dari kapitalisme yang menyebabkan me-
reka tidak memiliki aksi pada sumber-sumber modal.
Dalam pendekatan ekonomi-politik. Umar (2010) me-
ngistila-kan fenomena ini sebagai “pendekatan kelas”
sehingga berarti respons radikalisme pada dasarnya
adalah respons kelas untuk melawan hegemoni kapital
yang oligarkis dengan negara.” Radikalisme yang ter-
jadi di Indonesia ini kemudian sering mengejawan-tah
menjadi sebuah tindakan terorisme.

Radikalisme di Indonesia Seperti dipaparkan pe-
nulis, radikalisasi merupakan sebuah proses penting
yang dapat melahirkan tindak terorisme. Selama ini
banyak konsep yang mengatakan bahwa penyebab uta-
ma radikalisasi di Indonesia adalah faktor sejarah dan
ekonomi politik. Radikalisasi dikatakan sebagai bentuk
dialektika konflik berkepanjangan antara umat Islam

(yang merasa termarjinalkan secara politis) dengan
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rezim yang berkuasa. Kesadaran akan daulah Islam di
Indonesia ini pun makin kuat muncul ketika umat me-
lihat tatanan geopolitik global terkait dominasi kekua-
tan AS pada dunia Islam. Jika konsep di atas dapat di
terima sebagai hal penyebab fundamental yang bersifat
umum, maka pada tataran instrumentalnya masih be-
lum banyak terjelaskan. Padahal di tataran inilah kon-
tribusi penelitian dari perspektif komunikasi dan media
sangat dapat digunakan dalam praktik penanganan
kontra terorisme atau pun deradikalisasi. Menurut he-
mat penulis, telaah radikalisasi haruslah bersentral
pada level individu atau meminjam istilah dari Briggs
dan Birdwell (2009: 2) level ,agen-agen yang teradika-
lisasi“. Di level ini yang kemudian dapat menjadi kajian
mendalam adalah terkait problem identitas, perasaan
teralienasi, marginalisasi, stigmasisasi. Lebih lanjut,
masih di level individu, yang masih perlu dilakukan

eksplorasi adalah proses sosialiasi.
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BAB 4

ROFILE PEMETAAN
PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

A.Letak Geografis

Wilayah Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau Se-
cara geografis terletak pada koordinat antara 4°15!
Lintang Utara- 0° 48" Lintang Selatan dan 103° 11" Bu-
jur Timur-109° 10 Bujur Timur. Provinsi Kepulauan
Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang RI No-
mor 25 tahun 2002 Tgl, dengan batas wilayah, berikut:

> Utara dengan Vietnam dan Kamboja

> Selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Be-

litung dan Jambi

> Barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provin-

si Riau

> Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi

Kalimantan Barat.
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Gambar 4.1.
Peta dan Batas Provinsi Kepulauan Riau
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= [bu Kota Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau mencakup 2 daerah Ko-
ta, 5 daerah Kabupaten, 57 daerah Kecamatan, 340
desa/Kelurahan dan 2.408 pulau, 7 kota/kabupaten
tersebut yaitu :
1. Kabupaten Bintan
. Kabupaten Karimun

. Kabupaten Kepulauan Anambas

. Kabupaten Natuna

2

3

4. Kabupaten Lingga
5

6. Kota Batam

7

. Kota Tanjung Pinang
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Dengan letak geografis yang strategis (antara La-
ut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat Karimata)
serta didukung potensi alam yang sangat potensial,
Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menja-
di salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Repu-
blik Indonesia dimasa depan. Apalagi saat ini Batam,
diupayakan sebagai pilot project pengembangan Ka-
wasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui kerjasama de-
ngan Pemerintah Singapura.

Penerapan kebijakan KEK di Batam merupakan
bentuk kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, dan partisipasi dunia usaha.
KEK ini nantinya merupakan simpul-simpul dari pusat
kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasi-
litas pelayanan prima maupun kapasitas prasarana
yang berdaya saing internasional.

Setiap pelaku usaha yang berlokasi di dalamnya,
akan memperoleh pelayanan dan fasilitas yang mutu-
nya dapat bersaing dengan praktik-praktik terbaik dari
kawasan sejenis di Asia-Pasifik. Provinsi Kepulauan
Riau memiliki luas wilayah sebesar 252.601 Km?, na-
mun sebagai Provinsi yang merupakan daerah kepu-

lauan, luas lautan yang dimiliki Provinsi Kepulauan
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Riau sekitar 95,79 persen atau seluas 241.215,30 Km?2.
Sedangkan sisanya sebesar 4,21 persen atau seluas
10.595,41 Km2 adalah daratan.

Kabupaten Karimun memiliki daratan terbesar
dengan persentase sebesar 27,12 persen dari luas dara-
tan Provinsi Kepulauan Riau atau seluas 2.873,20 Km2,
diikuti Lingga 19,99 persen (2.117,72 Km2) dan Bintan
sebesar 18,36 persen (1.946,13 Km?2). Kota Batam dan
Kota Tanjungpinang hanya memiliki persentase luas
masing-masing sebesar 7,27 persen (770,27 Km2) dan
2,26 persen (239,20 Km2), namun merupakan sentra
kegiatan hampir seluruh perekonomian di Kepulauan
Riau. Adapun Batam merupakan pusat perindustrian
berskala international. Selanjutnya adalah Kabupaten
Natuna yang luasnya 19,43 persen (2.058,45 Km?) dan
Kabu-paten Kepulauan Anambas dengan luas sekitar
5,57 persen (590,14 Km?).

B. Iklim

Iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipe-
ngaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum
membuat wilayah ini beriklim laut tropis basah. Ter-
dapat musim kemarau dan musim hujan yang diseli-

ngi oleh musim pancaroba, dengan suhu rata-rata te-
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rendah yang tercatat di Stasiun Tanjungpinang sebesar

26,80 C dan suhu rata-rata tertinggi tercatat di Stasiun

Tarempa sebesar 31,60C. Kelembaban udara rata-rata

di Kepulau-an Riau antara 80,6 persen sampai 90

persen. Jarak ibu kota Kabupaten dan Kota ke Ibu Kota

Provinsi adalah sebagai berikut :

1.

Kabupaten Karimun ibu kota Tanjung Balai

memiliki jarak 76 Km.

. Kabupaten Bintan dengan ibu kota Bintan Buyu

20 Km.

. Kabupaten Natuna dengan ibu kota Ranai 440

Km.

. Kabupaten Lingga dengan ibu kota Daik 60

Km.

. Kabupaten Kepulauan Anambas dengan ibu

kota Tarempa 194 Km.

. Kota Batam dengan ibu kota Batam 44 Km dan

Kota Tanjungpinang ibu kota Tanjungpinang 0
Km (BPS th 2012).

C. Sumber Daya Alam dan Ekonomi

Potensi perikanan di kawasan Provinsi Kepulau-

an Riau sangat besar. Mengingat luas lautannya yang

mencapai 95 persen lebih dari total luas wilayah yang
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ada. Sebagaimana yang tertera pada Tabel 4.1. Berda-
sarkan data Tabel 4.1, hanya Kabupaten Karimun dan
Kabupaten Natuna yang tidak memiliki Luas laut yang
menjadi usaha budidaya perikanan.

Kota Batam menjadi daerah yang menggunakan
laut yang paling luas untuk menjadi usaha budidaya

perikanan dengan jumlah 8.903 ha.

Tabel. 4.1
Luas Usaha Budidaya Perikanan Kab/Kota Tahun 2012-2017
No. | Kabupaten/Kota Laut Payau Tawar
1 Tanjungpinang 952,0 1,0 11,0
2 Batam 8.903,0 NA NA
3 Bintan 1.643,0 1.21,0 77,0
4 Karimun NA 18,0 98,0
5 Natuna NA NA NA
6 Lingga 1.021,0 28,0 3,0
7 Kepulauan 3.961,0 NA NA
Jumlah
2012%) 16.480,0 168,0 189,0
2011 32.307,0 | 16.273,0 | 22.352,0
2010 8.434,0 153,1 108,1
2009 151,9 92,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.

Di samping itu, penggunaan air tawar yang di
gunakan sebagai usaha budidaya perikanan terdapat di
Kabupaten Karimun. Untuk Kota Batam, Kabupaten
Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak me-

miliki luas air tawar untuk usaha budidaya perikanan.
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Tabel 4.2
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis
Tahun 2016-2018

No Kabupaten/Kota Laut | Payau | Tawar | Jumlah
1 Tanjungpinang 168 7 18 193
2 Batam 1.816 - 1.816
3 Bintan 307 45 60 412
4 Karimun 1.322 1 38 1.361
5 Natuna 2.228 - - 2.228
6 Lingga 289 7 18 314
7 Kep. Anambas - - - -

Jumlah :
2012* 6.130 60 134 6.324
2011 6.130 60 134 6.324
2010 6.194 53 148 6.395

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri thn. 2018

Berdasarkan data di atas, maka jumlah unit Ru-
mah Tangga Perikanan Budidaya yang paling banyak
terdapat di Kabupaten Natuna dengan jumlah 2.228
Unit. Dan Kabupaten Anambas menjadi daerah yang
tidak memiliki unit laut yang menjadi Rumah Tangga
Perikanan Budi-daya. Disamping itu, Kabupaten Bintan
menjadi daerah yang memiliki yang paling luas
memiliki daerah laut yang digunakan sebagai Rumah
Tangga Perikanan Budidaya yaitu 45 Unit. Sedangkan
untuk Kota/Kabupaten yang tidak memiliki daerah pa-
yau yang digunakan sebagai Rumah Tangga Perikanan
Budidaya adalah Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan

Kabupaten Kepulauan Anambas.
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Tabel. 4.3
Produksi Budidaya Rumput Laut Tahun 2013-2018

No Kabupaten/Kota 2013 | 2014 | 2015 | 201 | 201 2018
1 Tanjungpinang - - - - - -
2 Batam 780 852 | 1344 | 138 | 1.98 | 2.000
3 Bintan - - - - - -
4 Karimun 600 840 960 | 1.34 | 1.34 | 1.800
5 Natuna - - - - 40 40
6 Lingga - - - - - -
7 Kep. Anambas - - - - - -
Jumlah se- Provinsi 1.380 | 1.692 | 2.304 | 2.72 | 3.36 | 3.840

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau

Ket: Produksi Rumput Laut Tahun 2018 (Hitung Dalam Ton) dihitung
sampai Bulan Agustus

Berdasarkan data di atas produksi budidaya rum-
put laut yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau ha-
nya terdapat di dua Kabupaten/Kota yaitu Kota Batam
dan Kabupaten Karimun. Hal ini terjadi dari tahun
2007-2012. Namun pada Tahun 2017-2018, perkemba-
ngan Produksi Budidaya Rumput Laut di Provinsi Ke-
pulauan Riau menjadi tiga kota/kabupaten yaitu Kota
Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna.
Hingga tahun 2018, Kota Batam masih menjadi daerah
yang memproduksi Budidaya Rumput Laut yang ter-
besar di Provinsi Kepulauan Riau dengan produksi
2000 ton pada tahun 2012. Total produksi perikanan
budidaya cenderung menurun dari tahun 2008 sebesar

5.875 Ton menjadi 3.8443,19 Ton pada tahun 2009. Pe-
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nurunan jumlah produksi yang cukup signifikan ter-
jadi pada Budidaya Payau yang turun hingga menca-
pai angka 30,7 Ton pada tahun 2012 dari 1.007 ton
pada tahun 2018.

Gambar 4.2
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018
Tanjungpinang
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Natuna
m
B. Laut S H Bintan
N I I e
Karimun
0 500 1000 1500 2000 2500

Berdasarkan Gambar 4.2, diketahui bahwa selu-
ruh wilayah kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mela-
kukan budidaya perikanan di Laut, sedangkan hanya
tiga wilayah saja yang melakukan budidaya Perikanan
di air Payau dan Air Tawar. Pada budidaya Laut, di
ketahui bahwa Natuna merupakan wilayah yang me-
miliki hasil produksi budidaya laut tertinggi di anta-ra
wilayah lainnya, yakni sebesar 2,338 Ton, Tanjung-
pinang memiliki produksi budidaya laut terendah, se-

besar 47,39 Ton.
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Tabel. 4.4
Jumlah Armada Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2016-2018
No. | Kabupaten/Kota | Perahu Motor Kapal Jumlah
Motor Tempel Motor (unit)
Tempel (unit) (unit)
(unit)
1 Tanjungpinang 443 140 155 738
2 Batam 3.570 2.499 3.642 9.711
3 Bintan 1.365 858 2.217 4.440
4 Karimun 2.021 676 2.565 5.262
5 Natuna 1.079 116 4.368 5.563
6 Lingga 1.575 78 2.926 4576
7 Kepulauan - - - -
Jumlah
2018* 10.053 4.367 15.873 30.290
2017 10.053 4.367 15.873 30.290
2016 10.053 4.367 15.873 30.293

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau

Di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulau-
an Anambas menjadi daerah yang tidak memiliki data
armada perikanan. Hingga tahun 2010-2012, Kota Ba-
tam menjadi daerah yang memiliki armada perikanan
yang paling besar dengan jumlah 9.711 armada.

Tercatat berdasarkan data, banyaknya perijinan
terbagi menjadi empat jenis perijinan, yakni penangka-
pan, pengangkutan, pengumpul, dan budidaya yang
diperkirakan memiliki total perijinan sebanyak 1.069
perijinan pada tahun 2018. Pada tabel jelas terlihat bah-
wa banyaknya data perijinan yang dikeluarkan untuk

penangkapan hingga tahun 2018 ini sebanyak 808 peri-
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jinan. Data menunjukkan bahwa perijinan yang paling
banyak terdapat di Kabupaten Karimun dengan jumlah
395 perijinan, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anam-
bas belum mengeluarkan perijinan untuk penangkapan
dikarenakan Kabupaten ini merupakan Kabupaten ya-
ng baru dimekarkan dari kabupaten induknya.

Tabel. 4.5
Banyaknya Perijinan Yang Dikeluarkan Menurut Jenis Kegiatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2018

N | Kabupaten/Kot | Penangkapan | Pengangkuta | Pengum Budidaya
1 | Tanjungpinan 19 8 8 2
2 Batam 302 22 37 20
3 Bintan 15 3 8 12
4 Karimun 395 63 22 2
5 Natuna 34 6 - 7
6 Lingga 43 10 25 6
7 Kepulauan - - - -
Jumlah
2013* 808 112 100 49
2014 808 112 100 56
2015 808 112 100 56
2016 950 162 140 40
2017 475 113 - 392
2018 498 83 - 62

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau th 2018
Perijinan untuk pengangkutan yang paling ba-
nyak juga terdapat di Kabupaten Karimun sebanyak 63
perijinan, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas
juga masih belum memiliki perijinan untuk pengang-
kutan, dikarenakan daerah Kepulauan Anambas ma-
sih dalam tahap pengembangan. Tabel tersebut juga
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menunjukkan adanya penurunan perijinan untuk pe-

ngangkutan yang terlihat pada tahun 2016 hingga

2018.

Perijinan untuk pengumpul banyak terdapat di

Kota Batam karena wilayah ini merupakan salah satu

fokus industri di Indonesia. Selain itu, Kabupaten Na-

tuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas belum me-

ngeluarkan perijinan untuk pengumpul. Perijinan un-

tuk Budidaya juga paling banyak terdapat di Kota Ba-

tam dengan jumlah 20 perijinan. Sebagai pusat industri,

kota ini terus berkembang.

Kepulauan Riau Tahun 2014-2018

Tabel. 4.6
Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga Perikanan Provinsi

No. | Kabupaten/Kota | Tangkap (Rp) | Budidaya (Rp) Jumlah (Rp)
1 | Tanjungpinang 17.478 9.939,70 27.417,24
2 Batam 66.702 18.562,27 85.264,57
3 Bintan 109.658,54 5.906,58 115.565,12
4 Karimun 183.565,91 18.934,64 202.500,55
5 Natuna 208.954 2.417 211.370,60
6 Lingga 122.041 7.943 129.984,45
7 Kepulauan - - -

Jumlah
2018* 101.199,90 9.100,47 110.300,36
2017 118.066,55 10.617,21 128.683,76
2016 117.195,87 10.617,21 127.813,08
2015 111.615,12 12.300,83 123.915,95
2014 125.947,01 10.474,40 136.421,41
2013 146.704,50

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri thn 2018
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Berdasarkan data Tabel diatas, pendapatan rata-
rata Rumah Tangga Perikanan yang terbesar untuk
tangkap adalah Kabupaten Natuna. Hal ini disebabkan
Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu
Provinsi yang sebagian besar wilayahnya merupakan
daerah Kepu-lauan. Kabupaten Natuna adalah salah
satunya. Sedang-kan untuk Kabupaten Kepulauan
Anambas belum memiliki pendapatan rata-rata rumah
tangga perikanan.

Sedangkan pendapatan rata-rata rumah tangga
perikanan untuk budidaya terbesar di Provinsi Kepu-
lauan Riau adalah Kabupaten Karimun dan hanya ber-
beda tipis dengan pendapatan rata-rata rumah tangga

perikanan untuk budidaya Kota Batam.

Tabel. 4.7
Jumlah Sarana Penunjang Perikanan Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2014-2018

No. Kabupaten/Kota Pabrik Cold Galangan | SPDN
Es Storage Kapal
1 Tanjungpinang 11 6 9 -
2 Batam 14 19 12 -
3 Bintan 5 3 - -
4 Karimun 4 - 4 -
5 Natuna 8 2 - 1
6 Lingga 5 14 3 1
7 | Kepulauan Anambas - - - -
Jumlah
2018* 47 44 28 2
2017 47 44 28 2
2016 47 44 28 4




2015 42 44 31 2

2014 36 30 28 2

2013 35 30 28 2

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau th 2018

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ya-
ng sebagian besarnya adalah Kepulauan, sehingga dae-
rahnya lebih mengutamakan kegiatannya di bidang
per-ikanan. Banyak sarana penunjang untuk para nela-
yan tetap eksis dalam bidang perikanan. Penunjangnya
diantaranya adalah pabrik es, cold storage, galangan
kapal. Berdasarkan data tabel 4.7 yang merupakan sa-
rana penunjang perikanan untuk pabrik es paling ba-
nyak terdapat di Kota Batam dengan jumlah 14 lokasi.
Hal ini disebabkan karena faktor industri di Kota
Batam yang sangat berkembang dengan baik. Kabupa-
ten Kepulauan Anambas sebagai sebuah Kabupaten
yang baru tumbuh, belum memiliki sarana penunjang
perikanan yang memadai.

1. Penggunaan Lahan dan Perairan

Jenis penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan
Riau bisa dibagi menjadi lahan sawah, lahan bukan
sawah, dan lahan bukan pertanian. Dari Tabel 4.8 da-
pat dilihat bahwa luas lahan sawah di Provinsi Kepu-
lauan Riau tahun 2018 adalah sebesar 313 ha, sedang-

kan luas lahan bukan sawah dan lahan bukan pertani-
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an masing-masing adalah 523.418 ha dan 535.810 ha,

yang tersebar dalam 7 kabupaten/kota.

Tabel. 4.9
Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/kota
Tahun 2018
No Kab/Kota Luas Lahan (ha)
Lahan Lahan Lahan Jumlah
1 Karimun 157 55519 231644 287320
2 Bintan 54 93186 101373 194613
3 Natuna 78 170184 35464 205726
4 Lingga 0 152815 58957 211772
5 Kep.Anambas 23 20658 38452 59133
6 Batam 0 22023 55004 77027
7 | Tanjungpinang 1 9033 14916 23950
Prov. Kep Riau 313 523418 535810 1059541

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018.

Jenis penggunaan lahan bukan sawah dapat dibe-

dakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu: tegal/ ke-

bun; ladang huma, perkebunan; lahan yang ditanami

pohon/hutan rakyat; tambak; kolam/tebat/empang;

padang rumput; lahan sementara tidak diusahakan;

dan lahan lainnya. Adapun besarnya luasan untuk ma-

sing-masing jenis penggunaan disajikan pada Tabel

4.10.

Tabel. 4.10
Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/kota dan Jenis

Lahan Tahun 2018
Kab/Kota Luas Lahan Bukan Sawah (ha)
Ditanami Tambak Kolam/ Padang Sementara Lainnya Jumlah
pohon/ Empang Rumput Tidak
Hutan Diusahakan
Rakyat
Karimun 8072 124 8 401 26496 0 55519
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Bintan 10248 2129 1753 1110 20897 4 93186
Natuna 43753 510 30 25499 16958 21002 170184
Lingga 20387 420 116 857 87935 0 152815
Anambas 1270 5 5 11 2945 5 20658
Batam 1105 2214 242 1949 1735 0 22023
T Pinang 0 0 15 150 4299 2228 9033
Prov.Kepri 84835 5402 2169 29977 161265 23239 523418

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018.

Penggunaan lahan bukan pertanian diklasifikasi-kan
menjadi beberapa jenis, yaitu lahan yang diperuntukkan
untuk rumah, bangunan, dan halaman sekitarnya; hutan
negara; rawa-rawa; dan lahan lainnya. Luas hutan lindung
di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 menurut fungsi-
nya terdiri dari hutan lindung seluas 74.234,05 Ha, Hutan
Produksi Terbatas seluas 44.275,25 Ha, Kawasan Konser-

vasi 1.412.294,50 Ha, & Mangrove seluas 44.700,03 ha.

Tabel. 4.11
Luas Lahan Bukan Pertanian Menurut Kab/Kota Tahun 2018
Kab/Kota Luas Lahan Bukan Pertanian (ha)

Rumabh, Hutan Rawa- Lainnya Jumlah

Bangunan, | Negara | rawa (Tdk

& Halaman Ditanami)

Sekitarnya

Karimun 62467 27934 807 140436 | 231644
Bintan 72667 3931 7369 17406 101373
Natuna 13418 8895 4657 8494 35464
Lingga 14942 23656 428 19931 58957
Kep.Anambas 3891 19080 1173 14308 38452
Batam 34659 11541 2811 5993 55004
Tanjungpinang 9787 365 1390 3374 14916
Prov. Kep Riau 211831 95402 18635 209942 | 535810

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018
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Pada tabel tertera bahwa Kawasan Konservasi
terluas yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau ber-
lokasi di Kabupaten Bintan dengan luas 1.212.214,75
Ha. Terdapat empat Kabupaten/Kota yang tidak me-
miliki Kawasan Konservsi yaitu Kota Batam, Kabu-
paten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten
Lingga.

Tabel. 4.12
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2014-2018

No. | Kabupaten/Kota Hutan Hutan Kawasan Hutan
Lindung Produksi Konservasi Mangrove
(Ha) Terbatas (Ha) Ha)
(Ha)
1 Tanjungpinang 367,40 - 197133,70 -NA
2 Batam 11107,54 - - --NA
3 Bintan 10997,87 | 8302,29 1212214,75 --NA
4 Karimun 5773,21 1164,43 - --NA
5 Natuna 12906,07 | 24943,6 - --NA
6 Lingga 27132,42 | 9865,37 - --NA
7 Kepulauan 5949,54 - 2966,05 --NA
Jumlah
2018 74234,05 | 4427525 | 1412294,50 --NA
2017%) 74234,05 | 4427525 | 1412294,50 | 44700,03
2016 74686,10 | 148488,8 55065,80 161128,1
2015 68744,44 - 37000,00 62943,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Berdasarkan data tabel 4.12, Kota Tanjungpinang
memiliki jumlah Hutan Lindung yang terkecil yaitu
367,4 Ha, sedangkan Kabupaten Lingga memiliki Hu-

tan Lindung terluas yaitu 27.132,42 Ha. Tabel tersebut
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juga mem-berikan informasi mengenai Produksi Ter-
batas yang terluas (9.865,37 Ha) yang berada di kawa-
san Kabupaten Lingga. Terdapat tiga Kota/Kabupaten
yang tidak memiliki hutan produksi terbatas yaitu Ko-
ta Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kabupaten Kepu-
lauan Anambeas.
D.Kependudukan

Penduduk merupakan sasaran utama dari pem-
bangunan suatu daerah. Selain itu, penduduk juga me-
rupakan asset yang utama dalam pergerakan roda pe-
mbangunan. Tentunya hal tersebut berlaku juga di
Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini sedang giat me-
lakukan pembangunan. Provinsi Kepulauan Riau de-
ngan Jumlah Penduduk: 1.685.698 (Sensus 2018), mem-
butuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas
dan berdaya saing agar dapat berperan aktif dalam
pembangunan. Semenjak ditetapkannya wilayah Ba-
tam, Bintan dan Karimun sebagai wilayah perdaga-
ngan bebas (FTZ), Dengan keberadaan Free Trade
Zone (FTZ) di daerah Batam, Bintan, dan Karimun,
terjadinya peningkatan migrasi masuk adalah suatu
keniscayaan. Seperti pepatah mengatakan ada gula ada

semut, tentunya penduduk masuk tersebut mencoba
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peruntungan di daerah-daerah tadi. Selain FTZ, ada-
nya perjanjian kerjasama antar negara juga membuka
peluang besar untuk menyerap tenaga kerja yang tidak
bisa dipenuhi oleh putra daerah sendiri, sehingga me-
mbuka peluang bagi pendatang. Dari hasil proyeksi
penduduk Provinsi Kepulauan Riau terlihat bahwa
penyebaran penduduk menurut kabupaten/kota, Kota
Batam sebanyak 992.425 jiwa, (56,63%), Kabupaten
Karimun 223.397 jiwa (12,66%) ,Kota Tanjungpinang
berpenduduk sebanyak 196.910 jiwa (11,16%), Kabupa-
ten Bintan memiliki 149.554 jiwa (8,47%), Kabupaten
Lingga 90.641 jiwa (5,14%), Kabupaten Natuna 72.521
jiwa (4,11%), dan Kabupaten Kepulauan Anambas se-
jumlah 39.318 jiwa (2,23%). Kepadatan penduduk ter-
tinggi berada di Kota Tanjungpinang sebanyak 822
jiwa per km2 dan Kota Batam sebanyak 632 jiwa per
km?2 sebesar 56,63 persen terkonsentrasi di Batam. Ka-
bupaten lainnya, kepadatannya antara 26 jiwa per km2
di Kabupaten Natuna hingga 147 jiwa per km2 di
Kabupaten Karimun.

Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Seiring de-
ngan berlangsungnya proses demografi, maka jumlah

dan komposisi tenaga kerja juga akan terus mengalami
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perubahan. Dan sebagai modal bergeraknya roda pem-
bangunan, tenaga kerja merupakan salah komponen
yang sangat penting. Dengan demikian dalam menen-
tukan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian,
salah satu variabel yang harus di-perhitungkan adalah
tenaga kerja. Diharapkan kebijakan ekonomi yang ter-
bentuk nantinya dapat secara komprehensif memecah-
kan berbagai persoalan ekonomi yang berkaitan de-
ngan ketenaga kerjaan Dalam pasar tenaga kerja, Pro-
vinsi Kepulauan Riau mempunyai daya tarik tersen-
diri untuk memikat arus migrasi dan urbanisasi. Na-
mun hal tersebut selain merupakan berkah sekaligus
juga menambah pelik permasalahan ketenagakerjaan
di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu permasalahan
dalam ketenaga kerjaan adalah pendidikan dan kete-
rampilan yang dimiliki oleh putra daerah belum me-
menuhi kebutuhan yang dibutuhkan pasar. Berdasar
hasil Sakernas Agustus 2017, menunjukkan hanya 13,
59 persen penduduk lulus sarjana atau 115.239 orang,
sedangkan lulusan SMA dan SMK sebanyak 368.235
orang.

Sedangkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke at-

as yang termasuk angkatan kerja di Kepulauan Riau
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ada sebanyak 847.997 orang, terdiri dari 704.216 laki-
laki dan 143.781 perempuan. Dari jumlah ini, sebanyak
781.824 orang diantaranya sudah berstatus pekerja se-
dangkan 66.173 orang lainnya termasuk kategori pe-
ngangguran terbuka yaitu orang yang sudah bekerja,
pernah bekerja maupun belum pernah bekerja namun
masih mencari pekerjaan lain. Jika dibandingkan de-
ngan hasil Sakernas Agustus 2010, jumlah angkatan
kerja naik dari 826.535 orang menjadi 847.997 orang
pada Sakernas Agustus 2018. Keadaan ini sejalan de-
ngan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bu-
kan angkatan kerja yang mengalami peningkatan men-
jadi sebanyak 408.704 orang pada Agustus 2017 dari
373.867 orang pada Agustus 2010.

Bahasan menarik berikutnya tentang ketenaga
kerjaan adalah persoalan tingkat kesempatan kerja dan
tingkat pengangguran terbuka. Kedua komponen ini
sangat penting dalam suatu perencanaan pembangun-
an ketenagakerjaan.

Dalam konteks BPS, tingkat kesempatan kerja
merupakan suatu ukuran yang menunjukkan proporsi
orang yang bekerja dalam angkatan kerjanya. Untuk

daya serap tenaga kerja dapat dibedakan menurut
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daerah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan 3 sektor

yang dominan menyerap tenaga kerja adalah sektor

industri pengolahan (29,17 %), sektor perdagangan
(27,23 %) dan sektor jasa (18,27 %). Sedangkan di pe-

desaan yang dominan adalah sektor pertanian (50,

11%).

Tabel. 4.13

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2013-2018

No Kab/Kota 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Kab. Karimun 187.457 | 200.305 200.645 246.605 216221 | 223.878
2 Kab. Bintan 95.152 116.964 116.876 118.221 122.677 | 125.058
3 Kab. Natuna & Kep. 87.163 89.945 88.503 88.103 93.424 95.531

Anambas)

4 Kab. Lingga 79.276 71.779 82.941 85.004 86.894 88.332
5 Kota Batam 583335 | 621.854 616.088 710.617 695739 | 737.533
6 Kota Tanjungpinang 160.705 | 160.918 167.958 157.698 177.963 | 182.741

Jumlah

1.193.088

1.261.765

1.273.011

1.406.248

1.392918

1.453.073

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018

Proyeksi penduduk diarahkan hingga tahun 2008
dengan jangka waktu 20 tahun dimulai tahun peng-
hitungannya pada tahun 2008. Jumlah penduduk
Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan proyeksi pada
2028 berjumlah sekitar 3.243.725 jiwa, meningkat lebih
dari dua kali lipat jumlah penduduk tahun 2008.
Proyeksi penduduk menggunakan metode geometrik.

Tabel. 4.14

Proyeksi pertumbuhan Jumlah Penduduk

di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2018
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N Jh Agk
o Kab/Kota Pnddk Primbhn Jumlah Penduduk
2012 2,013 2.014 2015 2016 2,017 2018
1 | Karimun 223.878 0,04 264230 | 275407 | 287.057 | 209.200 | 311.856 | 325.047 | 338.797
2 | Bintan 125.058 0,06 157.53 | 166.897 | 176.813 | 187.319 | 198.449 | 210241 | 222.733
3 | Natuna 64.014 0,02 64.739 66.182 67.658 69.167 70.709 72.286 73.808
4 | Lingga 88.332 0,02 92.789 95.101 97.471 99.900 | 102.389 | 104.941 | 107.556
Kep.
5 33.586 0.02 34.779 35.301 36.014 36.647 37.202 37.949 38.617
Anambas
6 | Batam 737.533 0,05 896.018 | 940.608 | 987.607 |1.036.855 |1.088.558 |1.142.840 | 1.199.829
7 ;%ang 182.741 0,03 203979 | 200.664 | 215507 | 221512 | 227.686 | 234.031 | 240553
Prov giea‘fj”'a”a” 1.453.073 004 | 1706.235 |1776.137 |1.848.904 |[1.924.652 |2.003.503 |2.085.585 |2.171.029

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Provi-
nsi Kepri tahun 2012 diketahui bahwa sebaran pen-
duduk di Provinsi yang berbasis kepulauan ini tidak
merata bahwa sebagian besar penduduk tinggal di Ko-
ta Batam, yaitu sebesar 56,24%. Sementara di Kabu-
paten Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas hanya
sebesar 4,11%, 5,14%, dan 2,23 %.

E. Sosial Budaya

Sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Ke-
pulauan Riau masih terdapat ketimpangan antar dae-
rah kabupaten/kota. Dominasi keberadaan sarana pen-
didikan tingkat TK hingga tingkat SMA masih berada

di Kota Batam, sehingga jangkauan pelayanan sarana
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tersebut belum merata. Selain angkatan sekolah di itu,
untuk daerah pedesaan hanya 2% dari total provinsi
ini yang meneruskan pendidikan hingga jenjang per-
guruan tinggi dan untuk daerah perkotaan hanya
6,4%. Selain sarana dan prasarana pendidikan dan ke-
sehatan, sarana dan prasarana lain yang perlu diper-
hatikan adalah sarana dan prasarana perhubungan dan
telekomunikasi, transportasi, pemerintahan dan utilitas
publik. Pembangunan dan peningkatan sarana dan
prasarana penunjang/utilitas untuk memenuhi pelaya-
nan kebutuhan masyarakat seperti air bersih/air mi-
num, jaringan listrik, perumahan, telekomunikasi dan
transportasi dihadapkan pada kendala terbatasnya ja-
ngkauan pelayanan serta kemampuan pendanaan.

Walaupun demikian Provinsi Kepulauan Riau se-
lalu berupaya untuk memenuhi fasilitas dan utilitas
publik yang bersifat strategis guna pengembangan po-
tensi daerah dan peningkatan kesejahteraan masya-
rakat Sarana pendidikan mencakup TK, SD yang ter-
dapat di Provinsi Kepulauan Riau sampai Perguruan
Tinggi/ Akademi, dan untuk perguruan tinggi di Ke-
pulauan Riau terdapat sebanyak 19 unit yang masih

berstatus swasta dan direncanakan akan dibentuk Per-
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guruan Tinggi Negeri dengan kualitas dan standar
nasional. Selain itu terdapat sarana pendidikan yang
dikelola oleh swasta/yayasan keagamaan dengan hi-
rarki sarana pendidikan sama dengan sarana pendidi-
kan umum, seperti Madrasah Diniyah untuk TK, Mad-
rasah Ibtidaiyah untuk SD, Madrasyah Tsanawiyah
untuk SLTP serta Madrasyah Aliyah untuk SMU. Se-
lain sarana dan prasarana pendidikan umum tersebut,
juga terdapat beberapa jenis sarana dan prasarana pen-
didikan yang bersifat kejuruan, seperti SMK serta sara-
na pendidikan yang berbasis agama dalam hal ini Is-
lam dan setara dengan sarana pendidikan tingkat da-
sar sampai lanjutan (Madrasah Diniyah, Ibtidaiyah,
Tsanawiyah serta Aliyah).

Banyaknya unit sarana pendidikan tersebut se-
cara langsung digabungkan dengan ketersediaan sara-
na pendidikan umum lainnya. Pada umumnya perban-
dingan ketersediaan masing-masing sarana pendidi-
kan dalam kurun waktu 5 tahun cenderung terus me-
ningkat sejalan dengan proses pemekaran wilayah Pro-
vinsi Kepulauan Riau. Khusus untuk Kabupaten Bin-
tan banyaknya unit sarana pendidikan menurun sam-

pai Tahun 2015, hal ini dikarenakan Kabupaten Bintan

65



merupakan wilayah induk dari 3 Kabupaten/Kota
lainnya (Lingga, Kepulauan Riau dan Tanjungpinang)
di Provinsi Kepulauan Riau. Kemajuan pendidikan
merupakan syarat bagi pembangunan sumber daya
manusia yang berkualitas baik. Selama ini disadari
pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau masih terting-
gal bila dibandingkan dengan daerah lainnya.

APK untuk tingkat TK/PAUD yaitu 42,25%, un-
tuk tingkat SMP/MTs sebesar 65,26% dan untuk ti-
ngkat SMA/SMKn sebesar 38,14%. Tingkat rata-rata
melek huruf di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun
2006 sebesar 92,3% dan pada Tahun 2007 sebesar
93,4%. Angka melek huruf di perkotaan lebih tinggi
dari perdesaan yang mana Tahun 2006 di perkotaan
93,8% dan di perdesaan 86,1%. Tahun 2007 di perko-
taan naik menjadi 95,3% sedangkan di perdesaan turun
menjadi 84,7%. Menurunnya angka melek hurup di
pedesaan disebabkan turunnya melek huruf penduduk
usia 20-24 di pedesaan dari 97,7% menjadi 94,9%. Se-
cara umum angka ini cukup tinggi, akan tetapi ini
menunjukkan masih terdapat penduduk yang buta

huruf.
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Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sum-
ber daya kelautan dan pesisir serta kegiatan jasa pari-
wisata bahari yang sangat besar. Namun potensi terse-
but baru dapat menghasilkan suatu nilai tambah terha-
dap wilayah apabila terlebih dahulu dilakukan suatu
upaya rekayasa pengembangan maupun pengelolaan.
Upaya tersebut hanya dapat dilakukan oleh sumber
daya manusia yang terampil, terlatih, maupun terdidik
terutama keahlian di bidang kelautan dan pesisir. Oleh
karena itu upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang ada di dalam wilayah hendaknya seja-
lan dengan arah pembangunan yang ingin dicapai.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik
formal maupun informal di bidang kelautan dan pe-
sisir merupakan salah satu contoh upaya peningkatan
kualitas sumber daya manusia sesuai dengan potensi
yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas dan
balai relatif tersebar walaupun masih tetap terkonsen-
trasi di pengobatan) Kota Batam, terutama penyediaan
sarana rumah sakit. Tahun 2017 Batam dan Kari-
mun adalah daerah yang paling banyak memiliki tena-

ga medis dan fasilitasnya seperti rumah sakit dan pus-
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kesmas, sedangkan Lingga merupakan daerah yang
paling sedikit memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas
kesehatan. Unggulnya Kota Batam dan Karimun dalam
hal fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis juga
terlihat dari jumlah penyalur besar farmasi obat dan
apotek yang mayoritas berada di Batam dan Karim-
un. Ketimpangan penyediaan sarana dan prasarana ke-
sehatan Kepulauan Riau mengakibatkan adanya keti-
mpangan harapan hidup antara Kota Batam. Walau-
pun demikian, secara umum terjadi peningkatan angka
harapan hidup dengan rata-rata peningkatan sebesar
0,5 tahun. Dalam jangka pendek, kekurangan tenaga
medis harus dipasok dari luar provinsi guna memper-
tahankan tingkat kesehatan masyarakat.

Sedangkan dalam jangka panjang, provinsi harus
mampu menyediakan semua fasilitas kesehatan yang
baik termasuk tenaga medis. Jenis prasarana keseha-
tan di Provinsi Kepulauan Riau mencakup Puskesmas,
yang terdiri dari Puskesmas Inpres/Non Inpres, Pus-
kesmas Pembantu dan Keliling serta Rumah Sakit. Se-
mua Kabupaten/Kota sudah memiliki Rumah Sakit ke-
cuali Kepulauan Anambas. Puskesmas sudah melayani

seluruh Kecamatan dan Pustu di hampir setengah dari
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jumlah Desa/Kelurahan. Jumlah prasarana kesehatan
cenderung bertambah dalam kurun waktu 5 tahun.
Khusus untuk Kabupaten Kep. Anambas ketersedia-
an unit kesehatan pada Tahun 2005 masih tergabung
dengan Kabupaten Natuna. Selain sarana dan prasara-
na kesehatan utama tersebut di atas, pada wilayah Pro-
vinsi Kepulauan Riau tersebar juga sarana dan prasa-
rana kesehatan berupa praktek dokter umum maupun
spesialis, seperti dokter gigi. Selain itu juga tersedia
jasa pelayanan kesehatan bidan maupun dukun bera-
nak (terlatih). Jumlah dokter umum dan spesialis ber-
jumlah 607 orang Tahun 2007 untuk melayani pendu-
duk di Rumah Sakit dan Puskesmas. Didukung oleh
tenaga perawat dan bidan sebanyak 2.300 orang yang
tersebar di 21 Rumah Sakit, 52 Puskesmas dan 221
Puskesmas Pembantu serta 99 Puskesmas Keliling.
Angka harapan hidup penduduk Provinsi Kepulauan
Riau pada Tahun 2017 adalah 69,6 tahun. Angka ini
berarti bahwa bayi yang lahir pada Tahun 2017 diper-
kirakan akan dapat hidup selama 69,6 tahun dengan
syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan ti-
dak berubah. Angka harapan hidup ini jauh lebih ting-
gi dibandingkan angka harapan hidup penduduk In-
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donesia rata-rata yaitu 68,7. Selain itu, ternyata jika
dibandingkan dengan Tahun 2006, angka harapan hi-
dup penduduk Provinsi Kepulauan Riau tidak menga-
lami perubahan. Penduduk Provinsi Kepulauan Riau
yang mengalami gangguan kesehatan yang berobat
sendiri ada sebanyak 67,8%. Jika dilihat menurut da-
erah tempat tinggalnya, penduduk di daerah perde-
saan lebih sedikit yang berobat sendiri, yaitu 64,3%
dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkota-
an dengan persentasenya hanya mencapai 68,9% dan
hanya 40,1% penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang
melakukan berobat jalan. Upaya peningkatan kualitas
hidup masyarakat di bidang kesehatan selain melalui
pengadaan gedung serta segala infrastrukturnya, juga
diupayakan melalui penyediaan tenaga dokter, pera-
wat, lainnya, seperti analis kesehatan, apoteker, fasili-
tas tenaga medis laboratorium puskesmas rawat inap,
dan juga penyediaan obat-obatan yang pada akhirnya
dapat menjawab kebutuhan kesehatan.

Persebaran fasilitas kesehatan di Provinsi Kepu-
lauan Riau masih belum merata untuk setiap wilayah
pengembangannya. Satu kabupaten memiliki fasilitas

kesehatan yang lengkap sedangkan kabupaten lain-
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nya belum memadai. Akibatnya penduduk yang ingin
memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan ha-
rus menempuh suatu jarak tertentu ke wilayah lain
yang memiliki fasilitas kesehatan lebih lengkap. Hal
ini tentu saja dapat menimbulkan biaya serta waktu
yang lebih tinggi yang akhirnya dibebankan terhadap
masyarakat itu sendiri. Atas kondisi ini, upaya untuk
meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas ke-
sehatan yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah
maupun pihak lainnya adalah berupa puskesmas keli-
ling yang menyediakan pelayanan kesehatan dari satu
wilayah ke wilayah lainnya. Puskesmas keliling ini
dapat berupa kapal berukuran kecil/sedang yang telah
dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu menja-
ngkau seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Peluang lain yang dapat dikembangkan adalah
peningkatan kuantitas dan persebaran fasilitas kegia-
tan keagamaan, seperti madrasah dan tempat ibadah.
Pengembangan sarana keagamaan ini sangat terkait
dengan tujuan Pemerintah Provinsi untuk melakuk-
an pembinaan agama dan budaya kepada generasi mu-
da sehingga dapat menumbuhkan sikap bijaksana da-

lam menghadapi keberadaan budaya asing. Selain itu,

71



peningkatan kualitas kegiatan keagamaan yang berkai-
tan dengan pendidikan dapat menjadi suatu alternatif
dalam mensiasati tingginya angka putus sekolah di be-
berapa kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Masya-
rakat Kepulauan Riau pada umumnya berasal dari
suku bangsa Melayu yang beragama Islam. Pengaruh
Islam sangat kuat terhadap masyarakat melayu, sehi-
ngga tidak salah bila masyarakat melayu menjadikan
Islam sebagai budaya atau melayu identik dengan Is-
lam di samping bahasa dan pakaiannya.

Dengan perkataan lain, rohnya budaya Melayu
adalah Islam. Oleh karena itu, Melayu sering di-iden-
tikkan dengan Islam. Artinya, orang Melayu yang bu-
kan beragama Islam dianggap sebagai “ke luar dari
Melayu”. Sebaliknya orang bukan Melayu yang meme-
luk agama Islam menyebut dirinya sebagai “masuk
Melayu”.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan
daerah dengan munculnya pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi baru, saat ini komposisi agama yang dianut
oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau cukup ber-
agam meskipun mayoritasnya beragama Islam. Ada-

pun komposisi jumlah pemeluk agama di Kepulauan
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Riau berdasarkan data BPS 2007 sebagai berikut: Islam
1.043.646 orang, Kristen Protestan 136.381 orang, Kato-
lik 72.404 orang, Hindu 11.944 orang, dan Budha 128.
065 orang. Guna memfasilitasi kepentingan bersama
masyarakat untuk melaksanakan ibadah, terdapat ber-
bagai fasilitas ibadah menurut agama, baik yang di
bangun oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Data dari Kanwil Departemen Agama menunjuk-
kan bahwa dari tahun ke tahun fasilitas peribadatan
terus bertambah.

Diagram 4.2
Fasilitas Rumah ibadah di Kepri

14
g 7 151

1000 { /] [ 22
/ v © 0 @ o/
- I/

Mesjid  Gereja  Gereja Pura Vihara Kelenteng
Kristen  Katolik

Sumber: Kemenag Provinsi Kepulauan Riau, 2013

Pada Tahun 2013, di Kepulauan Riau terdapat
2141 masjid, 397 gereja kristen, 43 gereja katolik, 3
buah pure, 151 vihara dan 22 kelenteng.
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Diagram 4.3
Jumlah pemeluk agma di Kepulauan Riau

1,616 157,530 _ 3,494

<1630 [ [:_,___281 Elslam
s

m Kristen

255,470 ]
A\ < m Katolik
' 3 m Hindu

-1Budha
1,575,586
= Khonghucu
s B Lain-lain

Sumber:  Sumber: Kemenag Provinsi Kepulauan Riau, 2013

F. Etnis

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan kha-
sanah budaya baik yang bersifat tangible (aset budaya
yang kasat mata) maupun intangible (aset budaya ya-
ng tidak kasat mata). Mewarisi situs-situs kerajaan, pe-
ninggalan sejarah, seperti makam-makam, dan pening-
galan budaya Melayu sebagaimana terdapat di Pulau
Penyengat dan daerah lainnya. Kemajuan yang dicapai
sejak masa kerajaan Melayu Riau, terutama di Pulau
Penyengat, antara lain di bidang ilmu pengetahuan,
agama, dan pembangunan gedung-gedung yang ber-
sifat monumental, seperti Masjid Sultan Riau, Istana
Sultan, Gedung Rusyidiah Club, Perpustakaan, Perce-
takan dan sebagai-nya pada masa pemerintahan Raja
Jakfar YDM Riau VI (1808-1832) hingga Raja Abdur-
rahman YDM Riau XI (1899-1911). Akan tetapi seba-
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gian dari bangunan tersebut tidak dapat kita saksi-
kan secara utuh lagi dan hanya berupa puing-puing-
nya saja, kecuali Masjid Sultan Riau di Penyengat dan
Mesjid Jami” di Lingga yang masih berfungsi dan di
gunakan oleh penduduk untuk beribadah setiap hari.
Situs dan aset kekayaan budaya tersebut belum
terkelola secara baik dan profesional karena masih
lemahnya kesadaran terhadap perlindungan, pengem-
bangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya Melayu
baik di kalangan masyarakat maupun aparat pengelola
kebu-dayaan. Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa
nasional berasal dari bahasa Melayu yang pada awal-
nya merupakan lingua franca dalam pergaulan antar
suku bangsa. Kebesaran sejarah dan peran budaya
Melayu Kepulauan Riau dalam perkembangan kebu-
dayaan nasional tidak diragukan lagi. Pemakaian ba-
hasa Melayu dan Gurindam 12 adalah hasil kebudaya-
an yang sudah diakui dan menjadi milik bersama.
Masyarakat Kepulauan Riau juga mempunyai
minat dan perhatian yang kuat terhadap kesenian. Be-
berapa kesenian yang berkembang adalah Gurindam
12, Pantun, Makyong, Bangsawan, Joget, Zapin, Ga-

zal, Barzanji, Berdah, Tari Gobang, Tari Melemang,
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Wayang Cecak, Pencak Silat, Mendu, dan Kompang.
Sayangnya, kesenian asli Melayu seperti Makyong,
Bangsawan dan Gazal tersebut saat ini nyaris punah.
Sedangkan pantun sudah mulai dikembangkan baik
dengan pemakaian dalam kehidupan sosial kemasya-
rakatan dan pemerintahan serta pembinaan lewat lem-
baga pendidikan. Demikian juga kesenian baik tari
maupun lagu tradisional sudah mulai dikembangkan
dalam bentuk pembinaan sanggar dan festival lagu
dan tari tradisional Melayu. Kesenian Gazal yang me-
rupakan kelompok musik, saat ini hanya terdapat di
Pulau Penyengat, hanya dimainkan oleh para seniman
tua dan sulit ditemukan pemain muda.

Faktor yang mempengaruhi sulitnya pemain mu-
da ikut dalam kesenian gazal, adalah terhambatnya
proses regenerasi, kurangnya kesadaran masyarakat
dan perhatian pemerintah serta lemahnya kemampuan
lembaga seni dan budaya dalam pembinaan kesenian
gazal. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan
pen-tingnya seni dan budaya sebagai jati diri bangsa,
ditambah dengan kuatnya pengaruh informasi melalui
media elektronik dan karena derasnya arus industria-

lisasi dan globalisasi. Masyarakat Melayu Kepulauan
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Riau memiliki nilai-nilai tradisional yang masih rele-
van dengan masa sekarang dan tidak bertentangan
dengan pembangunan masyarakatnya. Pakaian tradi-
sional, baik yang menyangkut baju ituendiri, keleng-
kapannya, maupun ragam hias yang terdapat pada so-
ngketnya serta nilai semangat kegotongroyongan, ke-
satuan, keberanian dan keterbukaan baik secara pri-
badi maupun kelompok yang tersimbol dalam ragam
hias dan ukiran itik pulang petang, semut beriring, dan
siku keluang. Disamping itu ada juga simbol yang me-
nggambarkan kesuburan dan kemakmuran yang ter-
simbol dalam ragam hias akar pakis, bunga kundur,
dan tampuk manggis.

Pembinaan lembaga seni dan budaya sudah dila-
kukan secara bertahap dan berkelanjutan termasuk
melakukan revitalisasi peninggalan sejarah. Sanggar
seni dan budaya diberikan bantuan dan pembinaan
secara berkala dan terus menerus agar kesadaran ma-
syarakat akan seni dan budaya tetap berkembang dan
terpelihara dengan baik. Pembinaan kelembagaan ju-
ga dilakukan dengan membentuk badan pengemba-

ngan seni dan budaya disamping memberdayakan
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lembaga adat Melayu yang sudah ada dengan meleng-
kapi sarana dan sarana yang diperlukan.
G. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Adat

Berikut ini pada tabel 3.20 akan dapat kita ketahui
organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Ke-
pulauan Riau yang terdaftar di Kantor Kesatuan ba-
ngsa. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa
secara umum data yang ada banyak didominasi oleh
LSM yaitu sebanyak 93 organisasi LSM, kemudian
diikuti oleh orgasnisasi sosial yang memiliki kesamaan
kegiatan yaitu senyak 40 organisasi. Untuk Ilebih

jelasnya dapat kita libat jumlah orgasisasi tersebut

sebagai berikut:
Klasifikasi Orkemas Di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
NO JENIS/SIFAT 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |2009 | 2008 | JML
1 [ LSM 11 17 26 15 28 7 93
2 | ORKEMAS - - 2 1 7 0 10
3 | OKP - - 5 2 2 0 9
4 | SOSIAL - - 1 1 5 1 19
KEMASYARAKAT
5 | KESAMAAN 1 3 4 2 1 1 1
FUNGSI
6 | KESAMAAN 2 2 6 5 6 4 3 24
PROFESI
7 | KESAMAAN 3 11 1 0 2 3 7
AGAMA
8 | KESAMAAN 1 7 14 14 7 2 3 40
KEGIATAN
JUMLAH 3 24 51 58 34 51 | 29 | 223
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BAB 5

KOTA BATAM
DAN ISU RADIKALISME

Kota Batam memiliki lokasi yang strategis di selat
Malaka, yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di
dunia. Batam hanya berjarak 20 km dari sebelah teng-
gara Negara Singapura. Kota Batam terdiri dari 12 Ke-
camatan dan 64 Kelurahan, serta dengan jumlah 329
pulau besar dan kecil. Kota ini memiliki batas wilayah
sebagai berikut:

1. Utara dengan Singapura

2. Selatan dengan Kabupaten Lingga

3. Barat dengan Kabupaten Karimun

4. Timur dengan Kabupaten Bintan

Batam dikenal sebagai daerah industri yang kom-
petitif di kawasan asia pasifik. Meskipun dikenal seba-
gai kawasan industri, Batam dikembangkan untuk me-
layani 4 fungsi utama yaitu: kawasan industri, perda-
gangan, pariwisata dan kepelabuhanan (bongkar/

muat).
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Kota Batam adalah sebuah kota yang terletak di
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah kota Ba-
tam terletak di Pulau Batam dan seluruh wilayahnya
dikelilingi Selat Singapura dan Selat Malaka. Batam
adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dan kota ter-
besar keempat di wilayah Sumatera setelah Medan,
Palembang, dan Bandar Lampung menurut jumlah
penduduk. Menurut Dinas Kependudukan dan Cata-
tan Sipil Kota Batam Per April 2012, jumlah penduduk
Batam mencapai 1.153.860 jiwa.

Wilayah Metropolitan Batam terdiri dari tiga pu-
lau, yaitu Batam, Rempang dan Galang yang dihubu-
ngkan oleh sebuah jembatan, yakni Jembatan Barelang.
Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang
sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran inter-
nasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan
berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbu-
han terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun
1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Ba-
tam), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk
dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertum-

buh hingga 158 kali lipat.
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Kota Batam adalah salah satu kotamadya di Pro-
vinsi Kepulauan Riau. Pusat kotanya terkenal dengan
istilah Batam Center. Kota ini terdiri atas 12 kecamatan.
Ketika dibangun pada tahun 1970-an, awal kota ini ha-
nya dihuni sekitar 6.000 penduduk, namun kini telah
berpenduduk 713.960 jiwa. Kota Batam merupakan se-
buah pulau yang terletak sangat strategis di sebelah
utara Indonesia dan terletak di jalur pelayaran inter-
nasional.

Kota Batam memiliki banyak sekolah negeri dan
swasta mulai dari tingkat SD hingga SMA. Karena ti-
dak adanya universitas negeri, perguruan Tinggi swas-
ta banyak bermunculan di kota ini seperti Universitas
Internasional Batam (UIB), Universitas Batam (Uniba),
STIE Ibnu Sina, STT Bentang Betara, STT Bentara Per-
sada, Universitas Riau Kepulauan (Unrika) dll.

Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepu-
lauan Riau ini memiliki luas wilayah daratan seluas
715 km? atau sekitar 115% dari wilayah Singapura, se-
dangkan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.570.35
km?. Kota Batam beriklim tropis dengan suhu rata-rata
26 sampai 34 bderajat celsius. Kota ini memiliki data-

ran yang berbukit dan berlembah, serta tumbuhan ba-
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kau pada garis pantai, yang semuanya merupakan ka-
rakteristik geografis kota.

Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menja-
dikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka
sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pu-
lau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah
industri dengan didukung oleh Otorita Pengemba-
ngan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal
dengan Badan Otorita Batam sebagai penggerak pem-
bangunan. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Ba-
tam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pe-
merintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah kecamatan
Batam yang merupakan bagian dari kabupaten Kepu-
lauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kota-mad-
ya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan ad-
ministrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta
mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita
Batam.

Di era Reformasi pada akhir dekade tahun 1990-
an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, ma-
ka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya
menjadi daerah otonomi yaitu Pemerintah Kota Batam

untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pemba-
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ngunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Ba-
tam. Dalam mewujudkan demokratisasi dan kelang-
sungan penyelenggaraan pemerintahan di kota Batam,
pada bulan Januari 2006 yang lalu, diselenggarakan
pemilihan walikota dan wakil walikota Batam. Melalui
proses yang tertib dan aman, maka terpilih dan
ditetapkannya H. Muhammad Rudi dan Amsakar
Ahmad sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam
periode 2016-2020.

Kota Batam dalam perkembangannya dilengkapi
oleh fasilitas-fasilitas dasar yaitu fasilitas air bersih
yang dikelola pada waduk-waduk penampungan air
dengan total kapasitas produksi 1.357 liter/detik dan
ketersediaan pasokan energi listrik di Kota Batam
dilakukan melalui pembangkit listrik tenaga diesel dan
tenaga gas yang menghasilkan daya 450,687 KVA.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, fasilitas
pendidikan telah tersedia mulai dari jenjang taman
kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah hingga
tingkat perguruan tinggi. Terdapatnya fasilitas keseha-
tan berupa rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit
swasta serta puskesmas, maka pelayanan kesehatan

bagi masyarakat dapat terpenuhi.
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Akses menuju Kota Batam sangat mudah. dengan
adanya pelabuhan laut domestik dan internasional
serta didukung oleh Bandar Udara Internasional Hang
Nadim memberikan daya tarik dalam kunjungan yang
datang maupun keluar dari Kota Batam. Transportasi
dalam kota pun didukung dengan keberadaan taksi,
minibus serta bus kota yang melayani masyarakat
dalam beraktivitas. Sebagai kota metropolis, bus pilot
project sedang diujikan guna mewujudkan sistem tran-
sportasi massal yang aman dan nyaman di masa yang
akan datang.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih
tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekono-
mi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pe-
macu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun
bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor peng-
gerak ekonomi meliputi sektor komunikasi, sektor lis-
trik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan
alih kapal, sektor perdagangan dan jasa merupakan na-
di perekonomian kota batam yang tidak hanya meru-
pakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia teta-
pi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain.

Keberadaan kegiatan perekonomian di Kota ini juga
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dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan dan
kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pem-
bangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwa-
kilan Rakyat daerah Kota Batam serta keikutsertaan
Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangu-
nan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbu-
han investasi dan ekonomi Kota Batam, hal ini dibukti-
kan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi
tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pem-
bangunan Kota Batam yang berkesinambungan.

Gambar 4.4
Kawasan ekonom (FTZ) Kota Batam

£ Petampony

PBATAM

pr. »
P Avangeesar
Il Free Trade Zone Area
Non Free Trade Zone Area

Py

Jembatan Barelang yang menghubungkan pulau
Batam dan pulau Rempang, serta pulau Galang satu
contoh wisatawati di jembatan Barelang. Kota Batam
sebagai kota pariwisata, menyajikan aneka bentuk sa-
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rana wisata yaitu wisata laut dan pantai, wisata seni
dan budaya, wisata belanja, wisata ekonomi dan konfe-
rensi, serta wisata kemanusiaan. Didukung oleh terse-
dianya fasilitas hotel dan resort dengan standar berke-
las internasional serta aneka peristiwa yang disusun
dalam Kalender Kegiatan Kepariwisataan Kota Batam
sehingga diharapkan dapat menjamin kenyamanan
dan kepuasan wisatawan domestik maupun manca-
negara dalam berkunjung ke Kota Batam.

Pemetaan radikalisme pada pemaparan buku ini
akan memberikan suatu gambaran dan kondisi secara
real dilapangan dan keadaan yang sesungguhnya ter-
jadi di Provinsi Kepulauan Riau (khususnya di Kota
Batam). Dimana areal pemetaan akan menguraikan se-
cara gamblang tentang beberapa hal yang berkaitan
dengan kejadian/ peristiwa radikalisme yang ada:

1. Peristiwa konflik/radikalisme

Ideologi radikal mendapat momentum untuk ber-
kembang, di tengah kondisi melemahnya semangat ke-
bangsaan, munculnya pemahaman ajaran agama yang
fanatis-sempit, melemahnya implementasi pendidikan

kewarganegaraan, tingginya angka kemis-kinan, serta
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tergesernya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas
negatif.

Lingkungan sangat besar mempengaruhi prilaku
para remaja/pemuda dan seringkali para remaja kura-
ng mendapatkan perhatian khusus dari keluarganya
maka lingkungan disekeliling mereka yang akan men-
jadi panutan dan cntoh bagi mereka, penyebab kurang-
nya perhatian keluarga baik karena faktor ekonomi,
kesibukan orang tua, atau tidak ada perhatian/ pendi-
dikan yang tepat dalam keluarga.

Akhir-akhir ini pemahaman radikalisme sering
dikaitkan keberadaan agama (khususnya Islam), kon-
disi ini dapat dimaklumi karena dari ajaran agama
para generasi muda/remaja mendapatkan doktrin dan
pemahaman yang mendasar tentang akan arti kehidu-
pan ini, inilah yang berbahaya jika pemberian pemaha-
man agama yang keliru dan sempit serta fanatis, sehi-
ngga sering kali ajaran agama yang sedemikian rupa
akan memberikan perubahan yang mendasar pada pe-
mikiran generasi muda/remaja sehigga muncullah pe-
mahaman bahwa agamanya dan ajaranyalah yang pa-
ling benar, sedangkan agama dan ajaran diluar mereka

adalah salah dan perlu diperanggi (radikalisme agama
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yang keliru). Dari pemikiran seperti inilah akan mun-
cul aksi kekerasan, pemaksaan, jihad dan bahkan teror
pada kelompok atau agama lain oleh kelompok agama
tertentu.

Sekedar pemahaman kita bahwa masalah agama
adalah masalah hakiki dan mendasar karena berkaitan
dengan keyakinan oleh karena itu jika keyakinanya
terusik/terganggu seseorang/kelompok mau dan rela
berbuat apa saja demi sesuatu yang diyakininya, wa-
laupun apa yang diyakiya belum tentu benar.

Untuk daerah di lokasi penelitian di Kota Batam,
secara umum dapat ditarik kesimpulan dari kondisi
dilapangan bahwa tidak ada peristiwa atau konflik/
radikalisme yang sangat menonjol terjadi, beberapa pe-
ristiwa baik itu kekerasan/konflik tidak dilakukan se-
cara radikal yang dilatar belakanggi agama (hanya ada
beberapa permasalahan dan konflik antar agama dan
antar umat beragama tetapi tidak sampai menimbul-
kan ancaman dan teror). Perlu di ketaui tidak ada satu
agamapun yang mengajarkan permusuhan dan perke-
lahian, semua agama mengajarkan kebenaran dan ke-
rukunan sebagai suatu rahmat. Dalam pemahaman

agama Islam konsep Kerukunan dikenal dengan isti-
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lah "tasamuh" atau toleransi. Sehingga yang di maksud
dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyara-
katan, bukan dalam bidang aqidah Islamiyah (keiman-
an), karena aqidah telah digariskan secara jelas dan
tegas di dalam Al Qur'an dan Al Hadits.

Dalam bidang aqidah atau keimanan seorang
muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-
satunya agama dan keyakinan yang dianutnya sesuai
dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al Kafirun
(109) ayat 1-6 sebagai berikut: Artinya: "Katakanlah, "
Hai orang-orang kafir!". Aku tida menyembah apa ya-
ng kamu sembah. Dan tiada (pula) kamu menyembah
Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukan penyembah
apa yang biasa kamu sembah dan kamu bukanlah pe-
nyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu
dan bagiku agamaku". Janganlah kamu memaki sem-
bahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah,
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan me-
lampaui batas tanpa pengetahuan..... (QS. VI: 108).

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengga-
nggu kaum dzimmi (non-Muslim), maka ia telah menggang-
qu aku”(Al-Hadits). Al-Qur’an Surat Al-A’nam ayat 108

yang berbunyi: “Dan janganlan kamu memaki sembahan-
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sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka
nanti akan memaki Allah dengan melapaui batas tanpa pe-
ngetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat meng-
anggap baik pekerjaan mereka. Kemudian Tuhan merekalah
kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka
apa yang dahulu telah mereka kerjakan” .

Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW, keru-
kunan sosial kemasyarakatan telah ditampakkan pada
masyarakat Madinah. Pada saat itu rasul dan kaum
muslim hidup berdampingan dengan masyarakat Ma-
dinah yang berbeda agama (Yahudi dan Nasrani).

Dalam ajaran agama kristen konsep kerukunan
adalah:

1. Tuhan itu baik kepada semua orang (Mazmur

145:9)
2. Barang siapa tidak mencintai, ia tidak meny-
embah Allah (1 Yoh 4:8)

Jadi tindakan dasar bagi setiap teori atau praktek
yang mengadakan perbedaan mengenai manusia serta
hak-hak yang bersumber padanya antar manusia dan
manusia. Gereja mengecam setiap diskriminasi. Gereja
juga mengecam penganiayaan berlandaskan: 1). Warna

kulit , 2). Status sosial , 3). Ajaran yang berbeda .
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I Petrus 2 ayat 12; Milikilah cara hidup yang baik
di tempat-tempat bangsa bukan Yahudi supaya apabila
mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana mere-
ka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu ya-
ng baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat
mereka. Dalam Pandangan Iman Kristen Kerukunan
dan toleransi antar umat beragama adalah penting
yang dapat terwujud:

1. Praktek hidup beragama secara benar dan

efektif

2. Tercapainya tujuan dari agama yakni, terwu-

judnya keselamatan, kebahagiaan di dunia dan
akhirat yang dapat dicapai melalui cinta kasih

3. Terwujudnya kebutuhan yang hakiki dan cita-

cita setiap insan meanusia yaitu: damai sejah-
tera lahir dan batin dalam dunia yang harmo-
nis, rukun dan damai.

Dalam ajaran agama katolik tentang kerukunan,
sejak Konsili Vatikan II, Gereja Katolik sangat mene-
kankan dan turut memperjuangkan kerukunan dan to-
leransi antar umat beragama, karena dan demi kehar-
monisan, persaudaraan, damai sejahtera, persatuan,

dan “keselamatan” segenap umat manusia. Kerukunan
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dan toleransi antar umat beragama dilihat sebagai sua-
tu kebutuhan hakiki dan universal. Dikatakan oleh
Konsili Vatikan II : Tetapi kita tidak dapat menyerukan
nama Allah Bapa semua orang, bila terhadap orang-
orang tertentu, yang diciptakan menurut citra-kesama-
an Allah, kita tidak mau bersikap sebagai saudara.
Hubungan manusia dengan Allah Bapa dan hubung-
annya dengan sesama manusia saudaranya begitu erat,
sehingga Allah swt berkata: “Barang siapa tidak men-
cintai, ia tidak mengenal Allah” (1 Yoh 4:8). Jadi tiadalah
dasar bagi setiap teori atau praktek, yang mengadakan
pembedaan mengenai martabat manusia serta hak-hak
yang bersumber padanya antara manusia dengan ma-
nusia, antara bangsa dengan bangsa.

Maka Gereja mengecam setiap diskriminasi an-
tara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan ketu-
runan atau warna kulit, kondisi hidup atau agama, se-
bagai berlawanan dengan semangat Kristus. Oleh
karena itu Konsili suci, mengikuti jejak para Rasul ku-
dus Petrus dan Paulus, meminta dengan sangat kepa-
da Umat beriman kristiani, supaya bila ini mungkin
“memelihara cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa

bukan Yahudi” (1Ptr 2:12), dan mereka hidup dalam
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damai dengan semua orang, sehingga mereka sung-
guh-sungguh menjadi putera Bapa di sorga.” (Harda-
wiryana, S.J.; Dok. Konsili Vatikan II, Obor, Jakarta
1993, hal. 314-315). Dalam pandangan Gereja Katolik,
kerukunan dan toleransi antar umat beragama adalah
penting bagi Praktek hidup beragama secara benar,
konsekwen dan efektif. Tercapainya tujuan dari aga-
ma, yakni terwujudnya keselamatan/kebahagiaan di
dunia maupun di akhirat, yang dapat dicapai melalui
cinta kasih, yang tidak lain adalah intimitas relasi an-
tara manusia dengan Allah dalam intimitas relasi an-
tara manusia dengan manusia, terwujudnya kebutu-
han yang hakiki dan cita-cita setiap insan manusia,
yaitu damai sejahtera lahir dan batin dalam “dunia”
yang harmonis, rukun dan damai.

Dalam ajaran agama buddha tentang kerukunan.
Raja Asoka dalam menjalankan pemerintahannya be-
nar-benar menjaga toleransi dan kerukunan hidup ber-
agama, semua agama yang berkembang saat itu diper-
lakukan adil. Untuk mewujudkan kerukunan hidup
beragama tersebut, Raja Asoka telah mencanangkan
Kerukunan Hidup Beragama yang terkenal dengan

“Prasasti Batu Kalinga No. XXII Raja Asoka”.
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Prasasti raja asoka.”Janganlah kita hanya meng-
hormati agama sendiri dan mencela agama orang lain
tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang
lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar terten-
tu. Dengan berbuat demikian kita telah membantu aga-
ma kita sendiri, untuk berkembang di samping meng-
untungkan pula agama orang lain. Dengan berbuat se-
baliknya kita telah merugikan agama kita sendiri, di
samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu,
barang siapa menghormati agamanya sendiri dan men-
cela agama orang lain, semata-mata karena didorong
oleh rasa bakti pada agamanya sendiri dengan berpi-
kir; bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sen-
diri. Dengan berbuat demikian ia malah amat merugi-
kan agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunanlah
yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua ora-
ng hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengar
ajaran orang lain”. (Proyek Bimbingan P4, 1983/1984,:
28, SM Rasyid, 1988).

Selain menjaga diri dengan Sila, umat Buddha
dapat mengembangkan kesempurnaan-kesempurnaan
(Paramita). Menurut Sang Buddha berkembangnya

perpecahan dan hancurnya persatuan dan kesatuan
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(kerukunan) mengakibatkan pertentangan, pertengkar-
an. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 6,
sebagai berikut: “Mereka tidak tahu bahwa dalam pertikai-
an mereka akan hancur dan musnah, tetapi mereka yang me-
lihat dan menyadari hal ini damai dan tenang”.

Sumber dari perpecahan menurut Sang Buddha
dijelaskan dalam Dhamma pada ayat 5, yaitu: “Di du-
nia ini kebencian belum pernah berakhir jika dibalas dengan
membenci, tetapi kebencian akan berakhir kalau dibalas de-
ngan cinta kasih. Ini adalah hukum kekal abadi”. Ajaran
agama hindu tentang kerukunan.

Tri Hita Karana. Secara harfiah Tri Hita Karana
dapat diartikan tiga penyebab kebahagiaan. (Tri arti-
nya tiga, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana arti-
nya penyebab). Unsur-unsur Tri Hita Karana adalah:

1. Parhyangan, yaitu membina hubungan yang
harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang
Maha Esa.

2. Pawongan, yaitu membina hubungan yang har-
monis antara sesama manusia sehingga tercipta
keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

3. Palemahan, yaitu membina hubungan yang ha-
rmonis antara manusia dengan alam lingku-
ngannya.

Tri kaya parisudha. Secara arti kata Tri Kaya Pa-

risudha dapat diterjemahkan prilaku yang suci. (tri ar-
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tinya tiga, kaya artinya prilaku, parisudha artinya se-
muanya suci). Unsur-unsur Tri Kaya Parisudha adalah:

1. Manacika Parisudha, yaitu berpikir yang suci,

baik dan benar.

2. Wacika Parisudha, yaitu berkata yang suci, baik

dan benar.

3. Kayika Parisudha, yaitu berbuat yang suci, baik

dan benar.

Tat Twam Asi, apabila diterjemahkan secara arti-
kulasi Tat Twam Asi berarti Itu adalah Kamu atau Ka-
mu adalah Itu. Tat Twam Asi menjurus kepada Tepa
Selira atau Tenggang Rasa yang dapat menuntun sikap
dan prilaku manusia senantiasa tidak melaksanakan
perbuatan yang dapat menimbulkan sakit hati sehing-
ga terjadi perpecahan dan permusuhan.

Dalam ajaran Agama Khong Hu Cu Tentang Ke-
rukunan. Nabi Kongzi Bersabda: “Seorang Junzi/ susi-
lawan dapat rukun meski tidak dapat sama, seorang
rendah budi dapat sama meski tidak dapat rukun”.
(Lunyu. XIII: 23) Kerukunan adalah dambaan setiap
manusia, hal ini pulalah yang menjadi salah satu tuju-
an dari pengajaran agama, maka menjadi ironis jika
dengan dalih untuk menegakkan ajaran agama justru

malah merusak kerukunan itu sendiri. Kerukunan da-

pat tercipta bukan hanya dalam ruang yang serba sa-
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ma, maka biarkanlah perbedaan itu hadir apa adanya.
Kongzi tidak pernah mengajarkan umatnya untuk me-
ngungguli pihak manapun juga, tidak ada satu ayat-
pun dari kitab suci Si Shu yang memerintahkan um-
atnya untuk berlomba-lomba menambah pengikut, ter-
lebih dengan cara merebut umat dari agama lain. Nabi
Kongzi bersabda, “Bila berlainan jalan suci (agama) jangan
berdebat”. (Lunyu. XV:40).”Orang yang mengaku dirinya
baik sesungguhnya belum masuk hitungan sebagai orang
baik”.

Dari ajaran agama tentang kerukunan dapat di
maknai tidak ada satu ajaran agamapun yang menga-
jarkan permusuhan dan penghinaan, sekali lagi negara
menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama-
nya dan berbadat menurut agama dan kepercayaan-
nya.

Dalam konteks negara sejak tujuh tahun era
reformasi Indonesia (1998-2006) telah lahir kebijakan
nasional yang mendasar dan konstruktif dalam pem-
bangunan dan jaminan kebebasan beragama. Perubah-
an UUD 1945 dalam 4 tahap (1999-2002) yang menya-
ngkut hak keagamaan warga negara dan beberapa le-

gislasi hukum nasional yang berkaitan dengan masa-
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lah keagamaan banyak dipengaruhi oleh prinsip Hak
Asasi Manusia (HAM). Kondisi ini bisa dilihat dari tiga
regulasi dasar:

UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM yang mene-
gaskan kembali kemerdekaan memeluk dan menjalan-
kan agama dan kepercayaan. UU No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM yang memasukan kejahatan
kemanusiaan yang dilakukan secara luas dan sistema-
tis kepada sebuah kelompok atau asosiasi yang salah
satunya berdasarkan identitas agama tertentu bisa di
golongkan sebagai pelanggaran HAM berat; dan Peru-
bahan kedua UUD 45 (tahun 2000) yang menegaskan
kembali kebebasan untuk memeluk dan beribadah se-
suai agama dan kepercayaan (pasal 28 E ayat 1 dan
pasal 28 I ayat 1). Kemudian tahun 2006 lahir pe-
raturan bersama antara menteri dalam negeri dan men-
teri agama dalam hal kerukunan, terutama yang me-
ngatur pendirian rumah ibadah untuk meujudkan ke-
rukunan antar umat beragama.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah pen-
duduk berdasarkan agama sebanyak 2.159.035 orang
(Islam 1.670.271, Kristen 266.832, Katolik 53.555, Hindu
1.869, Budha 162.556, Konghuchu 3.552 lainnya 400),
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dari jumlah tersebut 1.249.702 orang atau sekitar 57,9
persen penduduk berada di Kota Batam. Dari jumlah
penduduk tersebut Provinsi Kepulauan Riau memiliki
6.048 rumah ibadah (lihat tabel).

Dari jumlah pemeluk masing-masing agama yang
berada di Provinsi Kepulauan Riau beberapa peristiwa
(lihat peristiwa) konflik antar umat beragama banyak
didominasi masalah pendirian rumah ibadah. Provinsi
Kepulauan Riau, merupakan suatu Provinsi di Indo-
nesia yang majemuk yang terdiri dari beragam agama,
suku, bangsa dan adat istiadat dan hampir seluruh su-
ku yang ada di Indonesia ada di Provinsi ini. Dengan
adanya pluralisme dan keanekaragaman baik suku,
agama dan adat istiadat menandakan di daerah ini
sebagai tujuan dari berbagai kepentingan baik individu

maupun kelompok.

Tabel 5.1
Jumlah rumah ibadah berdasarkan agama
NO KAB/ ISLAM KRIS KATOLIK HIND BUDHA KONGH
KOTA TEN V] ucu

Masjid Mush Jml Gerej Gereja Kapel Jml Pura Vihara Cet Jm
alla a iya I

Klenteng

Batam

680

493

1173

317

13

13

24

9

33

7

Tg. Pinang

132

108

240

17

2

4

13

12

25

2

Bintan

167

171

338

18

11

11

13

9

22

10

Karimun

216

234

450

24

8

8

11

37

48

1

Lingga

167

95

262

10

7

7

3

16

19

0

~lo|als| w| o] -

Natuna

133

105

238

11

0

0

4

0

2

Anambas

92

53

145

3

4

4

2

0

0

TOTAL

1,587

1,259

2,277

400

45

n| o|o|o|o| of M| o

47

w| o|o|o|o| r| of v

70

83

153

22

Sumber: Kanwil Kemenag Provinsi Kepri Agustus 2018

99




Perkembangan Provinsi ini di rasakan mengeliat
sejak di tetapkannya wilayah Provinsi Kepulauan Riau
sebagai suatu Provinsi ke 32 di Indonesia. Namun daya
tarik wilayah ini telah dikenal sejak lama salah satu
kota yang berkembang dan maju dengan pesat adalah
Kota Batam yang pada awalnya daerah ini ditetapkan
sebagai Kawasan Otorita, dengan berbagai kemajuan
dan pe-ngembangan di Kota Batam daerah ini juga
sempat di jadikan sebagai ibu kota sementara Provinsi
Kepulauan Riau.

Kesadaran untuk mengakui realitas keberagaman
menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar
masing-masing individu dapat hidup bebas untuk me-
njadi dirinya sendiri, sesuai dengan pilihannya, serta
dapat menghargai dan menghormati pendirian orang
lain yang berbeda. Dengan tingkat pemba-ngunan yang
pesat Kota Batam mengakibatkan daerah ini di temui
berbagai suku, agama, budaya dan adat istiadat yang
sangat komplek. Khusus masalah agama dalam rangka
mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama,
harus ada suatu mekanisme aturan dalam menjalankan
ajaran agama terutama yang berkaitan dengan konsep

kemasrakatan (dalam mendirikan rumah ibadah, pe-
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nyiaran agama dll) tidak dalam kontek ibadah, yang
mengikat semua agama agar terhindar dari konflik an-
tar umat beragama.

Tantangan terbesar dari masyarakat majemuk
adalah rapuhnya ikatan kebersamaan akibat perbedaan
agama yang mudah menyulut konflik antar suku, aga-
ma, ras dan kepercayaan (SARA) jika tidak berhasil
dikelola dengan baik. Konflik SARA selalu menjadi tan-
tangan yang sangat serius bagi masyarakat yang maje-
muk seperti di Provinsi Kepulauan Riau khususnya
Kota Batam. Dengan kata lain, kemajemukan sering
menjadi sumber ketegangan sosial dan jangan sampai
ketegangan sosial meluas lagi menjadi ketegangan aga-
ma dan ini sangat berbahaya (akan berkembang faham
radikalisme agama bahkan hingga teror).

Kerukunan hidup antar umat beragama harus da-
pat dikelola dan dijaga dengan baik sehingga keraga-
man agama bukanlah sesuatu yang buruk dan tidak ba-
ik, akan tetapi perbedaan dapat menjadikan rahmat un-
tuk saling rukun, mengenal dan damai serta menikmati
hidup dengan tenang tanpa adanya pertentangan, per-
selisihan atau konflik di dalam keberagaman. Keruku-

nan antar umat beragama di beberapa daerah tak ter-
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kecuali di Kepulauan Riau pada tahun-tahun belaka-
ngan ini menghadapi tantangan serius, terutama dalam
hal pendirian rumah ibadah.

Dari pengamatan yang dilakukan, yang dilakukan
di Kota Batam Beberapa kasus konflik sosial/kekerasan
dan pertikaian tidak hanya masalah agama tetapi juga
masalah pertanahan, industri sosial dan lain-lain yang
bermunculan di Kota Batam yang perlu perhatian seca-
ra serius. Kota Batam adalah kota terbesar di Kepu-
lauan Riau dan merupakan kota dengan populasi terbe-
sar ke tiga di wilayah Sumatra setelah Medan dan Pa-
lembang. Metropolitan Batam terdiri dari tiga pulau,
yaitu Batam, Rempang dan Galang yang dihubungkan
oleh Jembatan Barelang. Batam merupakan sebuah kota
dengan letak sangat strategis. Selain berada di jalur
pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang
cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Batam
merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ter-
pesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-
an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk
dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertum-
buh hingga 158 kali lipat. Pulau Batam merupakan pu-

lau yang paling berdekatan dengan negara Singapura,
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terpisahkan oleh selat selebar 15 km, dan merupakan
kawasan perdagangan bebas (FITZ=Free Trade Zone),
bagian dari kawasan Sijori (Singapura, Johor (Malaysia)
dan Kepu-lauan Riau (Indonesia). Melalui lima terimal
ferry di pulau Batam ini, kita dapat bepergian ke
Singapura dan Johor (merupakan salah satu negeri-ne-
geri yang membentuk Malaysia) melalui Pelabuhan
Sekupang, Pelabuhan Batam Centre, Pelabuhan Nongsa
dan Pelabuhan Harbour Bay, maupun ke pulau-pulau
di sekitar Kepulauan Riau dari Pelabuhan Sekupang
dan Pelabuhan Telaga Punggur. Singapura dan Malay-
sia yang berada di sebelah utara Kota Batam, secara
ekonomi makro memberikan pengaruh yang cukup sig-
nifikan dalam perekonomian Batam. Letak strategis
Batam telah menjadi daya tarik bagi Singapura untuk
merelokasikan aktivitas industri mereka ke Batam ka-
rena ketersediaan lahan yang cukup dan kemudahan
investasi yang diberikan.

Beberapa konflik/kekerasan secara umum yang
dapat dipetakan di Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Konflik Pertanahan
Konflik pertanahan di Kota Batam terjadi sebagai

akibat dari kedudukan pengelolaan Pulau Batam yang
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sebelum adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah
No. 22 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan kon-
flik pertanahan yang berkepanjangan Pengusahaan Ka-
wasan memang memperoleh karena persoalan konflik
kewenangan. Badan Batam yang dahulu bernama Oto-
rita Batam otoritas untuk mengusahakan kawasan Pu-
lau Batam sebagai kawasan industri. .

Dari sinilah kemudian muncul konflik masalah
kepemilikan lahan sering terjadi, sementara pihak Oto-
rita Batam tidak mengambil keputusan yang tegas atas
setiap sengketa yang muncul dikemudian hari. Bagi in-
vestor atau individu yang menginginkan mengusaha-
kan lahan di kawasan pulau Batam, maka wajib mem-
bayar Uang Wajib Tahunan Otorita. Setelah melakukan
pembayaran, maka pihak individu ataupun investor
dapat mengusahakan lahan yang sudah diberikan izin
oleh pihak Otorita.

2. Konflik Industrial

Konflik ini seperti menjadi agenda tetap di Kota
Batam, dimana setiap tahun disaat pemerintah daerah
akan mengambil keputusan mengenai Upah Minimum

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur. Akar per-
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masalahannya adalah perbedaan persepsi dari masing-
masing pihak yang menterjemahkan maksud dari Per-
menakertrans yang mensyaratkan pengambilan kepu-
tusan atas UMK adalah melalui hasil penilaian Kebu-
tuhan Hidup Layak (KHL) dimasing-masing Kabu-
paten/Kota. Penentuan usulan UMK dilaksanakan oleh
Dewan Pengupahan, yang mengacu kepada Permena-
kertrans tentang pembentukannya termasuk unsur-un-
sur yang duduk sebagai perwakilan didalam Dewan
Pengupahan.
3. Konflik Sosial

Konflik berikutnya yang bersifat umum di Kota
batam adalah permasalahan penolakan sopir teksi di
Batam atas keluarnya izin operasi armada teksi Blue
Bird. Teksi Blue Bird cukup dikenal dengan profesiona-
litasnya dalam melayani para penumpang yang meng-
gunakan jasa dari Blue Bird. Pihak pengusaha dan pe-
ngemudi teksi di Batam keberatan dengan masuknya
Blue Bird ke Batam akan pendapatan mereka. Sebab
tanpa adanya Blue Bird di mengurangi Kota Batam
pendapatan pengemudi teksi sudah mulai menurun.
Konflik penolakan dari pengemudi teksi ini berlanjut

sampai ke pengailan sebagai konsekuensi dari pemba-
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talan secara sepihak izin operasioal teksi Blue Bird oleh
Dinas Perhubungan Kota Batam di samping itu per-
seteruan yang panas antara pelayanan jasa GO Jek, Go
Car. Hak tersebut jelas menunjukkan posisi pemerintah
Kota batam yang tidak tegas dan tidak memiliki keper-
dulian terhadap penyediaan sarana transportasi public
yang memuaskan bagi masyarakat. Seharusnya pihak
pemerintah Kota Batam melakukan pembinaan kepada
teksi-teksi yang ada di Kota batam untuk memperbaiki
manajemen pelayanannya kepada masyarakat.
4. Konflik Agama

Beberapa konflik agama yang terjadi di Batam

dapat kita lihat sebagi berikut :

1. Gereja Advent Baloi Blok V Terjadinya bentrok
internal sesama Pengurus Gereja.

2. Masjid Jabal Nuur Di Perumahan BSI (Memba-
ngun rumah ibadah di daerah fasum).

3. Gereja HKBP Agape Bengkong Permai (perma-
salahan IMB rumah ibadah dan pembangunan
rumah ibadah berdampingan dengan musholla.

4. Gereja Sidang Jemaat Allah Bengkong (Gudang

Di Jadikan Gereja) tidak sesuai peruntukkan.
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Di samping permasalahan tersebut diatas (secara

umum) menyangkut pendirian rumah ibadah ada bebe-

rapa catatan dan masukan dari pelaksanaan FGD yang

di rangkum sebagai berikut:

1. Bahwa di batam juga akhir-akhir ini banyak ber-

kembang beberapa aliran/agama yang perlu di

waspadai diantaranya:

a. Ahmadiah

g.
h.

. Syiah,
. Qiblatul Amin,
. Misykatul Anuar,

Gapatar,

Baha'i,

Millah Abraham,
Saksi Yahofa Dan

2. Pengikut Parmalin (Mengaku Agama Kristen)

Perkembangan agama tersebut masih tidak mene-

tap dan berpindah-pindah di beberapa daerah di

Batam, baik itu di sekitar Batam Center, Nagoya,

Kecamatan Segulung, Batu aji dan pulau Galang

dan Rempang. Dan keberadaan pemeluk agama

tersebut belum menunjukkan aktifitas yang mere-

sahkan dan tidak dalam jumlah yang besar. Bebe-
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rapa data lebih terperinci dapat dilihat dilam-

piran.

. Munculnya beberapa pimpinan agama dan ham-

pir semua agama yang berasal dari luar negara
yang mereka berkunjung dengan visa wisata teta-
pi mereka berdakwah/melakukan kegiatan aga-
ma.

Beberapa perusahan yang berkembang di Batam
sebagai Kota Indusri banyak memperkerjakan te-
naga kerja asing (mohon dicek betul) aktifitas me-
reka, kwatir kedatangan mereka tidak hanya be-
kerja tetapi menyebarkan faham radikal dan kha-
watir keberadaan mereka juga meyebarkan faham
yang tidak jelas sehingga akan mengakibatkan ko-
nflik yang lebih besar, seperti beberapa kasus ya-
ng pernah ada, pada mulanya konflik kerja selan-
jutnya berkembang menjadi konflik agama dan
ras (pekerja india dan penduduk tempatan).
Pendirian rumah ibadah di lokasi perusahaan dan
tak jarang pihak perusahaan mengiring pekerja
untuk beribadah menjalankan agama tertentu.
Pelarangan ibadah agama tertentu dalam men-

jalankan ajaran agama dengan alasan tidak sesuai



dengan jam kerja perusahaan (diskriminasi dalam
menjalankan ajaran agaama).

. Kurang berperannya beberapa lembaga yang me-
nanggani tenaga kerja asing dan keluar masuknya
tenaga kerja asing disebabkan banyaknya pintu
masuk (pelabuhan) ke Batam.

. Beberapa laporan dari masyarakat banyaknya pe-
mondokan (rumah tinggal) pekerja asing pada su-
atu kawasan perumahan elite dan tertutup akan
tetap di dalam rumah tersebut melaksanakan akti-
fitas/kegiatan yang mencurigakan seperti banyak-
nya kendaraan keluar masuk rumah tersebut, be-
kerja sampai larut malam dan wajah, warna kulit
serta postur tubuh yang mudah ditandai mereka
pasti orang dari negara lain, yang sulit dipantau
apa yang mereka kerjakan.

. Kasus terakhir banyaknya suaka dan imigran ya-
ng berasal dari timur tengah (irak dan suria) yang
meminta suaka dan perlidunggan, ini menanda-
kan bahwa batam sudah lama dikenal sebagai da-
erah transit dan tujuan tertetu (data resmi belum

didapat, data diperoleh dari media setempat).
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Dari beragam peristiwa yang terjadi baik itu di
Kota Batam, baik itu konflik dan kekerasan yang dila-
kukan oleh sekelompok masyarakat maupun sekelom-
pok agama dimana mereka tidak mengunakan simbol-
simbol secara khusus dan mencolok yang mengidenti-
taskan diri mereka, hal ini di mungkinkan karena be-
berapa kelompok aliran agama atau masyarakat memi-
liki pengikut yang masih sediki, secara terinci dapat pe-
nulis gambarkan kondisi lokasi penelitian:

Kota Batam konflik/kekerasan yang terjadi baik
itu konflik/kekerasan baik itu dibidang pertanahan,
industri, sosial dan agama jarang sekali para pihak ya-
ng terlibat kekerasan/konflik mengunakan simbol sim-
bol yang mencerminkan kelompok mereka, bahkan da-
ri hasil FGD tidak ada simbol-simbol yang dipakai. Hal
ini dimungkinkan karena pihak-pihak yang terlibat ma-
sih pada kelompok kecil yang jumlahnya tidak banyak.

Khusus pembahasan berikut akan penulis perda-
lam mengenai kelompok radikal/konflik kekerasan ya-
ng bernuansa agama, karena sering kali masalah agama
ini di jadikan sandaran radikalis (khususnya untuk
agama Islam). Untuk Kota Batam, pengajaran nilai-nilai

dan pengunaan simbol dari peristiwa/konflik yang
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terjadi tidak begitu nampak, beberapa ajaran yang di
lakukan oleh sekelompok agama islam ada menunjuk-
kan pakaian dan ciri khas dari agama mereka masing-
masing (seperti pakai mereka mengunakan jubah putih,
berjengot) aktifitas mereka terdiri dari beberapa orang
dan tidak pernah sendiri, kelompok mereka sulit dila-
cak keberadaannya dan jika adapun hanya untuk sesaat
kemudia mereka berpindah daeri satu daerah ke dae-
rah lain.

Secara umum gerakal radikalisme agama yang
terjadi di Batam, masih di gerakkan oleh organisasi dari
kelompok mereka sendiri, sulit untuk membuktikan
(perlu penelitian secara seksama). Pada waktu survey
ke lokasi yang dilakukan tidak ada pergerakan (orga-
nisasi mereka) yang secara aktif melaksanakan aktifitas
atau gerakan penyebaran agama (kondisi ini diperkuat
dengan wawancara dari tokoh masyarakat dan tokoh
agama serta informasi dari pihak kementrian agama).

Kelompok mereka juga menyadari bahwa konflik
antar umat beragama tidak akan menyelesaikan masa-
lah, akan tetapi beberapa diantra mereka juga akan rela
berbuat apa saja demi agama yang dinyakininya, disini-

lah pentingnya Keberadaan pemerintah dan organisasi
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keagamaan (MUI dan ormas agama) dalam membina
mereka kearah jalan yang benar. Kondisi ini jangan di
anggap sebelah mata, di daerah Batam ketenangan dan
kedamaian akan berimplikasi luas untuk Kepulauan Ri-
au secara Umum. Sehingga kerukunan umat beragama
merupakan barometer dari kerukunan di Kepulauan
Riau.

Para tokoh agama merupakan ujung tombak da-
lam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Me-
reka harus berperan bersama-sama mencegah aksi-aksi
faham radikalisme. Agama bukanlah untuk memisah-
kan seseorang dengan orang lain, agama bertujuan un-
tuk menyatukan mereka. Adalah suatu malapetaka
bahwa saat ini agama telah sedemikian terdistorsi se-
hingga menjadi penyebab perselisihan dan pembantai-
an. Semua agama mengklaim atau diklaim oleh umat-
nya sebagai agama universal, dan memang ajaran yang
sifatnya universal terdapat pada semua agama, semua
agama mengajarkan kebaikan dan saling menghormati
terhadap pemeluk agama lain. K. H. A. Hasyim Muzadi
menyatakan, apa-apa yang sama dalam masing-masing

agama jangan dibeda-bedakan dan apa yang berbeda-
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beda dalam agama masing-masing jangan disama-
samakan.

Secara umum dari penelitian bebera tokoh agama
dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam organi-
sasi keagamaa (MUI, FKUB, FKDM, FPK), serta organi-
sasi kedaerahhan lainnya, pemerintah di Kota Batam
maupun Provinsi telah banyak membantu menanggani
permasalahan konflik, terutama konflik radikalisme
agama.

Konflik dan berkembangnya paham radikalisme
agama merupakan sebuah fenonema yang tidak dapat
dihindari dalam sebuah kehidupan sosial dan kemasya-
rakatan. Konflik memiliki dua dimensi pertama adalah
dimensi penyelesaian dan dimenasi keduanya adalah
bentuk. Hal yang disebut pertama memiliki dua ujung
yakni terjadinya perpecahan dan tindak kekerasan
(radikal) yang melahirkan disintegrasi, sementara pada
ujung lainnya terjadi konsolidasi setelah perbedaan-
perbedaan dapat dikemukakan solusinya. Oleh karena
itu, konflik perlu diantisipasi sedemikian rupa agar
ujung pertama yang dapat memicu terjadinya tindak
kekerasan dan kerugian dapat dihindari. Konflik dapat
berkembang dari paham-paham radikal yang berlebi-
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han yang menganggap kelompok atau pahamnya yang
paling benar serta utama.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menangkap
makna konflik dan kekerasan serta paham radikal ada-
lah berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk
dan cara tindakan yang dikerjakannya serta penyele-
saian. Konflik terjadi tanpa kekerasan dan dapat meng-
hasilkan sesuatu yang lebih baik. Konflik akan melahir-
kan harmonisasi setelah tercapainya sebuah kesepaka-
tan di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Beberapa
penyebab timbulnya konflik adalah kesenjangan sosial,
kemakmuran tidak merata, akses dan kekuasaan yang
tidak seimbang, agama, sosial ekonomi, budaya dan
lain-lainnya. Beberapa sebab terjadinya konflik sebagai-
mana disebut di atas bilamana melahirkan tindakan
diskriminasi, pengang-guran, penindasan, radikalisme
dan tindak kejahatan lainnya dapat berujung kekera-
san. Secara lebih tegas konflik sebagai hubungan yang
tidak cocok antara dua pihak atau lebih (individu dan
kelompok), termasuk dalam cara mencapai sasaran/
tujuan mereka, sementara kekerasan didefinisikan se-
bagai sebuah tindakan, perkataan, sikap, berbagai st-

ruktur atau system yang menyebabkan kerusakan se-
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cara fisik, mental, social atau lingkungan dan atau me-
nghalangi seseorang atau kelompok orang untuk mera-
ih potensinya secara penuh, sedangkan radikalisasi se-
bagai sebuah fenomena perilaku ekstrem atas sebuah
ideologi, pandangan ataupun nilai sejatinya bukan do-
minan terjadi pada satu kelompok tertentu. Radikali-
sasi adalah perubahan keyakinan, perasaan, dan peri-
laku yang sejalan dengan justifikasi kekerasan oleh ke-
lompok dan menuntut adanya pengorbanan untuk me-
mbela kelompok, Penggunaan strategi kekuatan fisik
untuk memengaruhi audiens

Kekerasan menurut Simon Fisher, Dekha, Ibra-
him, Abdi dkk (2004:4) memiliki tiga dimensi dimana
dua dimensi diantaranya tidak tampak dan hanya satu
sisi saja yang merupakan kekerasan terlihat. Dua ke-
kerasan yang tidak tampak tersebut adalah (1) sumber
kekerasan yang berupa nilai, sikap dan perasaan; (2)
kekerasan struktur dan yang meliputi system, kontek
dan struktur. Dan bentuk kekerasan ini merupakan
kekerasan melembaga dan memberi konstribusi luar
biasa pada bentuk atau dimensi kekerasan, ini dapat

dilihat pada gambar 5.1.
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Gambar 5.1
Model Tiga Dimensi dari Wujud atau Sumber Kekerasan
(Model Kekerasan Simon Fisher, Dekha Ibrahim, Jawed Ludin, dkk [2000]
KEKERASAN FISIK SECARA LANGSUNG : PERILAKU

& PEMBUNUHAN - PEMUKULAN
& INTIMIDASI L PENYIKSAAN
& EKSPLOITASI SDA, - EKSPOITASI SDA
FLORA DAN FAUNA SECARA FLORA DAN FAUNA SECARA
LIAR (ILLEGAL) SAH (LEGAL)
KEKERASAN YANG
TERLIHAT
KEKERASAN YANG
TIDAK TERLIHAT (DI BAWAH) Y ps
t e v
.
SUMBER-SUMBER KEKERASAN KEKERASAN STRUKTUR ATAU
KEKERASAN SIKAP
. Ketidak Mampuan Bertoleransi . Diskriminasi Dalam Pendidikan, Pekerjaan,
(Ketidaktoleranan) Pelayanan Kesehatan
. Ketakutan, Ketidak Percayaan . Globalisasi Ekonomi
. Rasisme, Seksisme . Penyangkalan Hak Dan Kemerdekaan
. Kebencian . Pemisahan (Misalnya : Apharthaeid)
. Memendang Sda Hanya Sebagai Komoditas . Memberikan Hak Pengelolaan SDA Hanya Pada
Ekonomi Yang Dapat Dieksploitasi Kelompok Tertentu Dan Memarginalkan
Semaunya Untuk Kepentingan Ekomomi Penduduk Lokal

. Keserakahan

Secara umum kota Batam Provinsi Kepulauan Ri-
au dapat dikatakan tidak memiliki titik-titik potensi ra-
dikalisme secara ekstrim akan tetapi dari hasil FGD
dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar bayak
terjadi hanya sebatas konflik dan beberapa diantaranya
juga ada konflik terbuka. Potensi-potensi tersebut an-
tara lain adalah konflik agama, pertanahan, konflik et-
nis dan konflik penguasaan atas sumber daya alam,
dengan intensitas kejadian yang tidak begitu sering

dan kentara (lihat gambar peta daerah rawan konflik).
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Kota Batam merupakan suatu daerah atau kawasan de-
ngan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kepu-
lauan Riau, serta tingkat intensitas penduduk yang be-
rimigrasi yang sangat tinggi, disamping itu juga Kota
Batam merupakan Kota Industri yang mana setiap ta-
hunnya masalah ketenaga kerjaan sering mengakibat-
kan konflik terbuka yang memerlukan penanganan
ekstra baik itu masalah agama, upah, masalah ketena-
gakerjaan, tempat tinggal dan lain-lain. Kondisi ini jika
tidak ditanggani secara serius akan mengakibatkan
dampak konflik yang lain yang lebih luas lagi.

Untuk lebih memahami kondisi daerah rawan
konflik sosial, berikut ini akan dapat kita lihat pemeta-
an daerah raawan konflik sosial, radikalisme agama, di
Kota Batam sebagai berikut :

PETA RAWAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA BATAM

|
KELAS KONFLIK|

Il Tinggi
Il sedang
[] Rendah
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PENUTUP

Untuk menjawab tujuan dari buku ini sekaligus
menutup pembahasan buku ini yaitu untuk melaksana-
kan pemetaan Konflik social dan faham radikalisme di
Batam Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat disimpul-
kan bahwa dari hasil pengamatan dan pemikiran yang
dilakukan dalam rangka melakukan pemetaan faham
radikalisme dan konflik yang terjadi di Batam Provinsi
Kepulauan Riau, kami dari penulis dapat menyimpul-
kan beberapa hal sebagai berikut.

Kota Batam, dari berbagai persoalan baik itu Kon-
flik sengketa lahan, konflik industri, konflik agama dan
lain-lain perlu disikapi secara arif dan bijaksana dan
perhatian yang serius dari semua pihak dalam menye-
lesaikan konflik-konflik yang ada agar konflik tersebut
tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk
memperkeruh keadaan, walaupun di sadari bahwa
konflik-konflik di kota Batam penelitian tersebut belum
menjurus kepada tindakan radikal akan tetapi hal ini
tidak isa dibiarkan begitu saja karena dari konflik ini

tidak menutup kemungkinan akan meluas menjadi ra-
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dikal dan, beberapa indikasi dari konflik tersebut ada
yang mengunakan pihak-pihak tertentu (pihak ketiga)
dimana pihak ketiga ini menghalalkan segala cara agar
tujuan mereka tercapai baik mengunakan kekerasan
maupun teror, seperti konflik penguasaan lahan dan
konflik tenaga kerja serta konflik agama.

Untuk Konflik industri dan sosial, dimana konflik
ini hanya berupa aktifitas buruh setiap tahunnya dan
berkaitaan dengan upah minimum serta masalah-masa-
lah sosial di kehidupan masyarakat konflik ini dapat
diatasi jika pihak-pihak yang terlibat mau berunding
dan mencari solusi dalam pemecahan masalah yang di
hadapi, hal ini penting karena Koata Batam Kepulauan
Riau berada di daerah perbatasan, hal ini tidak menu-
tup kemungkinan upaya buruh utuk memperjuangkan
haknya ditunggangi oleh kepentingan negara asing.

Untuk Konflik agama, konflik ini perlu keseriusan
pemerintah dan pihak pihak tertentu untuk turut serta
menyelesaikan setiap masalah yang ada, karena konflik
ini berkaitan dengan aqidah dan iman seseorang, sehi-
ngga pihak-pihak yang terlibat sangup mempertaruh-
kan nyawa, harta dan benda demi keyakinan yang di

anutnya. Khusus untuk kondisi Batam perlu keseriusan
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disamping masalah pendirian rumah ibadah yang men-
jadi perhatian, kasus agama sempalan yang berkem-
bang juga menuntut perhatian yang serius (data tera-
khir agama semapalan yang berkembang menunjuk-
kan aktifitas yang berkembang terus tidak hanya faham
syiah tetapi paham-paham lain juga turut ber-kembang
seperti Ahmadiah, Qiblatul Amin, Misykatul Anuar,
Gapatar, Baha'i, Millah Abraham, Saksi Yahofa Dan Pe-
ngikut Parmalin (Mengaku Agama Kristen) walaupun
perkembangan agama tersebut masih tidak menetap
dan berpindah-pindah di beberapa daerah di Batam,
baik itu di sekitar Batam Center, pelita, Nagoya, Keca-
matan Segulung, Batu aji dan pulau Galang dan Rem-
pang. Disamping itu dari data media dalam bulan No-
vember 2018 banyak permintaan suaka dari beberapa
negara timur tengah (Irak dan Suriah) ke Kantor imi-
grasi Batam, serta perlu di waspadai adanya pejabat
daerah Kota Batam yang telah bergabung dalam orga-
nisasi ISIS.

Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dan me-
ngadakan pertemuan secara khusus untuk membahas
segala permasalahan umat, baik itu masalah sosial, ke-

tenagakerjaan, agama dan lain-lain dari sudut persfek-
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tif keamanan, agar segala permasalahan dapat di detek-
si sedini mungkin.

Untuk mengantisipasi kondisi dilapangan perma-
salahan Konflik yang ada perlu diantisipasi sedini mu-
mungkin, terutama konflik agama (pendirian rumah
ibadah) pemerintah daerah dan semua organisasi yang
menaungi masalah agama perlu bekerjasama dalam
menyelesaikan permasalahan yang ada secaara cepat,
bila dimungkinkan dibentuk suatu forum yang lang-
sung bertangung jawab kepada kepala daerah bila ada
permasalahan antar umat beragama yang ada.

Kementerian agama dan majelis-majelis agama
yang ada perlu meningkatkan sosialisasi pemahaman
kerukunan antar umat beragama, agar semua pihak
menyadari akan kehidupan bernegara dan bermasya-
rakat untuk hidup rukun dan damai.

Kepada pemerintah daerah terutama di tingkat
Kota untuk menunjuk suatu lembaga secara khusus un-
tuk menanggani konflik yang ada secara tuntas teruta-
ma konflik antar umat beragama dan lembaga tersebut
harus memiliki dana untuk operasional dan dana cada-
ngan logistic untuk bantuan jika terjadi konflik sewak-

tu-waktu. Harus ada kerja sama antar pihak-pihak yang
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terkait sehingga konflik di Batam dapat cepat di selesai-
kan serta menunjuk lembaga yang menanggani konflik
baik sosial, ketenaga kerjaan, agama untuk mensosiali-
sasikan peraturan/UU yang berlaku agar konflik dapat
dihindarkan, sehingga masyarakat tidak melakukan
tindakan yang melanggar hukum atau anarkis jika ter-
jadi kesalah pahaman atau konflik.

Bagi pemerintah pusat disarankan agar dalam me-
mbuat kebijakan terlebih dahulu mencari data yang va-
lid dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat
sehingga dapat mengahsilkan kebijakan yang minim
berpotensi menyebabkan konflik. Bagi pemerintah Kota
Batam diharapkan terus melakukan usaha preventif ag-
ar konflik dapat diminmalisir dengan upaya mediasi
bagi setiap kelompok yang bertikai. Bagi masyarakat di
harapkan lebih mengutamakan musyawarah mufakat
dalam menyelesaikan masalah.

Memberdayakan serta meningkatkan silaturrahim
antara pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh agama
dan tokoh masarakat/golongan agar terbina hubungan

yang harmonis.
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Konflik
fungsional

Konflik vertikal

Konflik

horizontal

Konflik diagonal

Konflik terbuka

Konflik tertutup

Konflik sesaat

Konflik
Berkelanjutan

Konflik
Terkendali

Konflik
Nonsistematis

Konflik

GLOSARIUM

Konflik yang mendukungan tercapainya
tujuan organisasi dan karenanya sering
kali bersifat konstruktif

Konflik antar tingkatan kelas antar tingkat
kelompok.

Konflik ini terjadi antara individu atau
kelompok yang sekelas atau sederajat.
Konflik yang terjadi karena adanya ketidak
adilan alokasi sumber daya ke seluruh or-
ganisasi yang menimbulkan pertentangan
secara ekstrim dari bagian yang membu-
tuhkan sumber daya tersebut.

Konflik yang diketahui oleh semua pihak
yang dalam organisasi atau konflik yang
diketahui masyarakat dalam suatu Negara.
Konflik yang hanya diketahui oleh pihak
yang terlibat saja, sehingga pihak yang ada
di luar tidak tahu jika terjadi konflik.
Konflik ini disebut juga dengan konflik
spontan di mana terjadinya konflik ini ha-
nya sesaat atau sementara.

Suatu konflik yang berlangsung sangat
lama dan sangat sulit untuk diselesaikan,
dimana penyelesaian konflik tersebut ma-
sih harus melalui berbagai tahapan yang
sangat rumit.

Suatu konflik di mana para pihak yang
terlibat dengan konflik dapat dengan
mudah mengendalikan konflik dan konflik
selesai atau tidak meluas.

Konflik yang bersifat acak, dimana terja-
dinya dengan spontanitas dan tidak ada
yang mengomando dan tidak ada tujuan
tertentu yang ditargetkan.

Konflik yang disebabkan karena adanya
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Ekonomi
Konflik Politik

Konflik Sosial

Konflik Budaya

Konflik
Pertahanan
Konflik Antar
Agama

Negosiasi

Mediasi

Konsensus

Radikalisasi

130

perebutan sumber daya ekonomi dari pi-
hak yang berkonflik.

Konflik yang dipicu oleh adanya kepen-
tingan politik dari pihak yang berkonflik.
Konflik yang disebabkan oleh adanya per-
bedaan kepentingan sosial dari pihak yang
berkonflik.

Konflik yang disebabkan oleh adanya
perbedaan kepentingan budaya dari pihak
yang berkonflik.

Konflik yang dipicu oleh adanya perebutan
hegemoni dari pihak yang berkonflik.
Konflik yang dipicu oleh adanya sentimen
agama, perang salib merupakan contoh
dari jenis agama

Proses pemecahan masalah dalam yang
baik kedua belah pihak dalam sengketa
atau perwakilan mereka bertemu tatap
muka untuk bekerja sama tanpa bantuan
untuk menyelesaikan sengketa antara para
pihak

Proses pemecahan masalah yang kedua
belah pihak dalam sengketa atau per-
wakilan mereka bertemu muka dengan
muka (tatap muka) untuk bekerja sama
dalam rangka untuk mengatasi sengketa
dan dibantu oleh pihak ketiga yang netral
disebut "perantara atau mediator

Proses pemecahan masalah kelompok di
mana semua pihak dalam sengketa atau
perwakilan dari masing-masing pihak ber-
kolaborasi untuk menyelesaikan sengketa
Sebuah fenomena perilaku ekstrem atas
sebuah ideologi, pandangan ataupun nilai
sejatinya bukan dominan terjadi pada satu
kelompok
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